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ABSTRACT

This dissertation examines the contributions of Islam to state formation. This study
focuses on the Arab Moslem organization in the era of Muhammad SAW and Khulafa® Al-
Rashidun, which is understood by many Moslem thinkers as a well-organized pattern of an
Islamic State. This understanding is based on the interpretation through normative ideological
approach by using instant religious assumptions.

The tendency of those Moslem thinkers is then followed by the leaders of modern
Moslem movements and organizations in many places. Their normative ideological
understanding of the formulation of Madinah Moslem society organization as an Islamic state
leads to a thought that the formulation is sacred. This in tum implies that such formulation
must be followed if the religious legal consequences are to be avoided. This sacred
assumption, however, may lead somebody or a group of people to a wrong religious faith.

The ideological formulation of the Islamic state requires a close examination as to its
validity through ‘&he reconstruction of a proportional contribution of Islam to the process of
state formation by Muhammad SAW and his four Chaliphs. This reconstruction leads to an
understanding of development that is close to the sociological historical reality of the Arab
Moslem community in that era.

This study is a qualitative descriptive library research. This qualitative descriptive
approach is employed in the research preparation, data collection and data analysis. It focuses
on the history; therefore, data are analyzed using a sociological historical interpretation. The
main weakness of this method in understanding dynamic and continuous historical
indications is resolved by applying the sociological process approach that is known as
figurational sociology.

This research finds that the presence of Islam becomes the centripetal impulses for the
Arab society in Arab peninsula. The Arab society that once was stateless and relied on tribal
ties underwent a fundamental change in the form of new society organization called Ummah
in Madinah. Ummabh is principally a religious society union as opposed to a politically-
authoritarian-based-society union. However, in the next development, the Ummah basic
elements develop into a set of centralized power apparatus categorically called as chiefdom or
pre-state. Although the territories of the chiefdom were extended to include regions far
beyond the Madinah City, the city remained to be the center of power of the Chiefdom until
the end period of the leadership of the fourth Chaliph—Ali bin Abi Thalib. Practically, it is
called as Chiefdom Madinah.

This research also finds that within the process of Ummah characteristic change,
assimilation of Islam and Arab jahiliyyah tradition occurred. This means that both Islam and
Jjahiliyyah Arab tradition contribute to the emergence of “Chiefdom Madinah.” Therefore, it
is not appropriate to consider all practices of the “Chiefdom Madinah” organization in the era
of Rasullullah Muhammad SAW and the four Khulafaur Al-rashidun as an Islamic state and
to regard it as a textual reference that bears certain law consequences. The practice of
organizing power in that era is temporary (ad hoc) and absorbs local social cultural elements
and has not shown its mature form. Accordingly, this is not the ideal type that can be
instantly imitated and applied by any people in any place. “Chiefdom Madinah” is the answer
of Muhammad SAW and his four Chaliphs to the challenges of their time. The main social
changes brought forth by the extension of the political territories colony leads to new
challenges that can not be answered by “Chiefdlom Madinah”. This eventually ends the
Chiefdom within less than 50 years.

In a sociological context, the process by which a state formation evolves as a process
that gives birth to civilizations—the rise and fall of “Chiefdom Madinah” followed by the
emergence and demise of Bani Umayyah and of the subsequence dynasties—constitutes as

Xiv



chains of change, at both socio-genesis and psychogenesis levels, experienced by the Arab
Moslems in their journey towards the pinnacle of their civilization. This, indeed, is a unique
continuum line which will never be equally shared by other Moslem societies of different
times and spaces in their journey. Thus, each Moslem society is inevitably required to
develop its own creativities and innovations in the formation of the state in accordance with
the demand of its time. In shorts, this study offers a new perspective that places the
contribution of Islam to the formation of a state as an integral part of a long process by which
a society or a group of societies develop their civilization.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- Keterkaitan antara Islam dengan pembentukan negara telah menjadi
wilayah perhatian banyak pemikir muslim, baik pada masa klasik seperti
Syihiimddin Ahmad bin Abi al-Rabi’ yang dikenal sebagai Ibnu Abi Rabi (w. 885
M/272 H) atau Abu Nashar al-Farabi (870-950 M/257-339 H), pada abad
pertengahan Masehi seperti Abu Hasan °Ali bin Habib al-Mawardi (976-1059
M/364-450 H) atau Abu Abbas Ahmad bin *Abd al-Halim yang dikenal sebagai
Ibnu Taimiyah (1263-1329 M/661-728 H) maupun masa kontemporer, seperti
Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897 M) atau Muhammad Rasyid Rida (1865-
1935 M). Hal ini dapat dipahami dari kenyataan bahwa dua sumber utama ajaran
Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, mengandung sejumlah prinsip dasar
tentang pengaturan hubungan-hubungan individual dan kemasyarakatan yang
harus dibangun oleh kaum muslimin. Perintah berlaku santun dan tidak berbuat
zalim kepada sesama manusia dan bahkan kepada binatang, bersikap adil, taat
kepada pemimpin, perintah mengeluarkan zakat dan tatacara pembagiannya,
mencatat perjanjian dagang dan mengatur harta warisan, merupakan sebagian
kecil relasi individual dan kemasyarakatan yang dapat dengan mudah ditemukan
di dalam kedua sumber tersebut, yang memeriukan otoritas pengaturan dalam
suatu jaringan organisasional.

- Produk-produk pemikiran para sarjana muslim itu sudah pasti berbeda satu
sama lain, bergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhi proses kreatif
merekn. Sclain pengaruh waktu dan perkembangan pemikiran keilmuan yang
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tctjadi pada saat mereka hidup, lingkungan sosial politik yang mereka alami juga
memi:ai andil bagi perbedaan corak produk pemikiran mereka tentang keterkaitan
Islaﬁ dengan pembentukan negara. Demikianlah misalnya, tokoh-tokoh pemikir
klasik seperti Ibmu Abi Rabi dan pemikir abad pertengahan seperti al-Mawardi
mengembangkan pemikiran mereka di dalam suatu lingkungan sosial politik kaum
muslimin yang didominasi oleh kekuasaan monarki absolut dalam bentuk

kekhalifahan/kesultanan. Asal usul bentuk kekuasaan ini dapat ditelusuri hingga
ke masa awal kehadiran Islam di semenanjung Arabia ketika para sahabat Nabi
Muhammad saw menggantikan posisi kepemimpinan kaum muslimin segera
setelah wafatnya. Para sahabat itu kemudian mendapat gelar “khalifah” dan
dipanggil dengan Amir al-Mu 'minin. Gelar “khalifah” lalu diadopsi oleh keluarga-
keluarga yang membangun kerajaan secara turun temurun. Tetapi beberapa di
antara keluarga seperti itu menggunakan gelar lain, yaitu “sultan™, seperti
kesultanan Ghaznawi di India, atau kesultanan Turki Usmani di Turki.

~ Sementara itu, para pemikir muslim konternporer seperti al-Afghani atau
Ri(_ii,; hidup dalam suatu lingkungan sosial politik yang ditandai dengan
keruntuhan kekuasaan sejumiah kekhalifshan muslim dan kesultanan Turki
Usmani, serta kehadiran banyak negara bangsa (nation states) di kalangan
masyarakat mustim di seluruh dunia, khususnya di Asia dan Afrika. Negara
kekhalifahan/kesultanan yang lazim di masa klasik dan abad pertengahan, yang
kemudian menjadi rujukan pemikiran politik banyak sarjana mushm generasi itu,
mengalami percepatan keruntuhan terutama setelah kejatuhan Granada sebagai
pertahanan terakhir dinasti muslim di Spanyol ke tangan kekuatan Kristen pada
tahun 1492 Masehi, disusul dengan perluasan kolonialisasi bangsa-bangsa (Eropa)
Barat terhadap wilayah-wilayah hunian kaum muslimin. Lingkungan sosial



politik baru yang disaksikan para pemikir muslim kontemporer ini juga telah
memhj;awa serta gagasan politik yang tidak pemmah dikenal kaum muslimin
le@m yaitu nasionalisme.

- Gagasan nasionalisme, sebagaimana secara umum diketahui, merupakan
landasan pembentukan negara-bangsa (nation state) dan persebarannya di
kalangan masyarakat muslim pada umumnya diusung oleh kaum terpelajar hasil
smtem pendidikan model (Eropa) Barat, atau mereka yang memiliki akses
terhadap kebudayaan Barat, dalam upaya memerdekakan wilayah mereka justru
dari | penjajahan bangsa-bangsa Barat. Nasionalisme dalam kerangka
pembentukan negara bangsa di banyak wilayah bekas kekuasaan
kekhalifahan/kesultanan, bukan hanya dianut oleh para terpelajar muslim,
melainkan juga non muslim, sehingga nasionalisme juga telah tumbuh menjadi
pijakan kuat bagi non muslim untuk memerdekakan diti dari kekuasaan kolonialis
Barat,

| Gagasan nasionalisme dan negara-bangsa berbeda secara fundamental dan
gagasan negara kekhalifahan/kesultanan. Selain asing bagi kaum muslimin;
gagasan pertama itu juga lahir dan berkembang di kalangan bangsa-bangsa
penakluk kaum muslimin, yaitu bangsa-bangsa Eropa Bamat, sejak abad
pertengahan dan menemukan bentuknya yang relatif permanen sejak memasuki
abad modemn. Gagasan negara bangsa lebih bersifat lintas batas agama dalam hal
pengaturan kekuasaan dan secara kewilayahan bersifat lokal. Dua sifat ini, yaitu
sifat lintas batas agama dan sifat lokalitas, berbeda secara diametral dari gagasan
kedua yang sangat akrab bagi kaum muslimin, yaitu negara
kekhalifahan/kesultanan yang pengaturan kekuasaan di dalamnya  bersifat
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tertutup, hanya terbatas bagi pemeluk Islam, bersifat lintas lokalitas dan lintas
bangsa.

Uraian di atas yang memberi gambaran selintas mengenai pengaruh
berbagai faktor dalam pembentukan pemikiran para sarjana muslim, membuka
kemungkinan bagi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sebuah
fenomena politik di kalangan kaum muslimin dewasa ini di banyak negara.
Fenomena itu adalah pewacanaan yang semakin berkembang kuat tentang
pembentukan negara Islam. Dilihat dari perspektif politik, wacana pembentukan
negara Islam merupakan upaya pencarian formulasi bentuk negara yang akarmya
terutama dapat ditelusuri pada ketegangan (Zension) antara pemikiran tentang
negara kekhalifahan/kesultanan dengan pemikiran tentang negara bangsa.

Negara kekhalifahan/kesultanan telah memudar dalam realitas sejarah.
Namun demikian, tidak mudah bagi banyak pemikir muslim masa kini untuk
menghapus demukian saja gagasan negara kekhalifahan/kesultanan yang telah
memiliki bukti empirik selama berabad-abad dan telah dipandang sebagai
kontinuitas kesatuan politik dan kewilayahan Islam.' Sebaliknya, realitas
kehadiran nasionalisme yang menjadi basis negara bangsa, tampaknya tidak
mudah mereka terima begitu saja, karena berbagai alasan, sehingga sebagai
hasilnya, muncullah gagasan-gagasan politik yang relatif berbeda baik dari
gagasan negara kekhalifahan/kesultanan maupun dani gagasan nasionalisme.

Contoh yang cukup representatif untuk pencarian gagasan alternatif itu
adalah gerakan Pan Islamisme yang dikumandangkan oleh al-Afghani. Gerakan
ini mensyaratkan ketercakupan seluruh umat Islam di dunia berdasarkan

! Tentang negara kekhalifahan sebagai kontinuitas kesatuan politik dan kewilayahan
Islam, libat: Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: Ul Press, 1990), him. 42-107.



persamaan dan solidaritas akidah dalam rangka membangun persatuan Islam.
Gerakan ini juga mensyaratkan sebuah asosiasi politik yang menghimpun seluruh
pemimpin negeri-negeri Islam dengan kedudukan yang sederajat. Untuk
memqnuhi persyaratan bagi pencapaian cita-cita gerakan seperti itu, al-Afghani
menyérukan perlawanan bukan hanya terhadap penjajahan Barat melainkan juga
terhadap sistern pemerintahan yang despotik di negeri-negeri Islam sendiri,
termasuk memerdekakan diri dari kekuasaan kesultanan Turki Usmani.”

Contoh berikutnya, tetapi berbeda coraknya dari gerakan Pan Islamisme,
adalah gerakan-gerakan Islam di berbagai wilayah di Asia dan Afrika yang
menerima gagasan nasionalisme sebagai wujud perlawanan terhadap kolonialisme
Barat, sekaligus menjadikannya sebagai sumber gagasan pembentukan negara
(nasional) Islam. Penerimaan nasionalisme dengan pengertian seperti itu tidak
hanya sebatas wacana, melainkan telah diadopsi sebagai ideologi gerakan, yang
pada akhimya membawa mereka terlibat dalam upaya memperebutkan kekuasaan
politik lokal dalam kerangka membangun negara (nasional) Islam.
Kecenderungan ini terlihat misalnya pada gerakan Dar al-Islam di Indonesia, al-
Ikhwan al-Muslimun di Mesir, atau Jama ‘at-I-Islami di Pakistan.’ Ketiga gerakan
tersebut cenderung memandang nasionalisme tidak dalam pengertiannya yang
“non agamis” sebagaimana ditemukan di tempat persemaiannya di Eropa,
melainkan dalam pengertiannya yang ekslusif Islam, yakni yang agamis. Dalam

hal al-lihwan al-Muslimun, selain menerima nasionalisme dengan basis lokalitas

2 Jbid,, hlm.126.

3 Untuk kasus Darul Islam, lihat: Al Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara
Isiam Indonesia S.M. Kartosoewirjo (Jakarta: Darul Falah, 1999), him. ix dan 70-83. Untuk kasus
al-Tkhwa al-Muslimun, lihat: Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, Pendidikan Politik fkhwawl Muslimin,
terj. Salafuddin Abu Sayyid, Hawin Murtado, Jasiman (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 350-357
dan 460-474. Untuk kasus Jama’at I Islami, lihat: Yusril Thza Mahendra, Modernisme dan
Fundarnentalisme dalam Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1999), him. 240-256.



di Mesir, mereka juga menerima gagasan Arabisme yang lebih luas cakupannya
dari sekedar wilayah Mesir, yang diyakini tidak terpisahkan dari Islam.

- Penerimaan gagasan nasionalisme yang eksklusif seperti itu dan
pewacanaan Negara Islam sebagai bentuk negara yang harus ditegakkan, dapat
dirujuk asal usuinya pada buah pemikiran para tokoh gerakan-gerakan tersebut
dan para sarjana muslim lainnya. Inti pemikiran mereka merupakan formulasi
bahwa Islam menempati peran sentral sebagai landasan pembentukan negara di
Madinah di masa-masa kepemimpinan Muhammad saw dan keempat Khalifah
sesudahnya vyang lazim dijuluki al-Khulafa’ al-Rashidun. Dalam
memformulasikan peran sentral Islam itu, baik para tokoh gerakan maupun
kebanyakan sarjana muslim cenderung berangkat dari asumsi-asumsi normatif
ideologis, yaitu asumsi-asumsi yang dibangun berdasarkan pemahaman atas dalil-
dalil a;l-Qtu’an atau Hadis Rasul dan kecenderungan simplifikasi terhadap realitas
scjarab agar sesuai dengan pemahaman tersebut. Asumsi-asumsi yang bersifat
sosiolbgis sangat sedikit digunakan atau bahkan sama sekali diabaikan. Sebagai
impliléasinya, formulasi yang mereka hasilkan cenderung bercorak idealisasi
Negara Madinah sebagai negara Islam yang secara instan dapat dijadikan model
acuan guna mengisi kerangka nasionalisme dan menemukan format negara pasca
keruntuhan negara kekhalifahan/kesultanan.

- Sikap abai para pemikir muslim kontemporer terhadap asumsi-asumsi
sosiologis dalam memformulasikan keterkaitan antara (agama) Islam dengan
pembéntukan negara, merupakan petunjuk bahwa mereka belum mengenal tradisi
penggunaan analisa sosiologis dalam memahami kaitan keduanya. Dan memang,

para ghli ilmu politik atau sosiologi pada umumnya juga belum banyak



memberikan perhatian terhadap peran agama secara umum dalam pembentukan
negara. Terlepas dari kenyataan tersebut, sebagaimana akan ditunjukkan pada
bagian tulisan mendatang, sikap abai para pemikir muslim seperti itu kontra
produkﬁf bagi pengembangan dunia keilmuan dan pemahaman keagamaan kaum
muslimin sendiri.

‘Secara umum dapat dikatakan, para ahli teori pembentukan negara
mempﬁnyai dua fokus utama di dalam teori-teori mereka, yang kedua-duanya
tidak mempertimbangkan peran atau sumbangan agama bagi proses pembentukan
negara, Fokus pertama berkaitan dengan sebab-sebab pembentukan negara dan
fokus kedua berkaitan dengan identifikasi mengenai karakteristik dasar
masyarakat yang telah bemegara (state-societies) dibandingkan dengan
masyarakat yang belum memiliki negara (stateless).* Sumbangan yang signifikan
diberikan oleh ahli teori pembentukan negara yang menggunakan konsep
dijj’ereﬁsiasi struktural sebagai tolok ukur kehadiran negara. Asumsi dasar dari
konsep yang bercorak evolusionistik ini ialah “ketika wilayah pranata sosial
semakin terdifferensiasi dan terspesialisasi, maka struktur politik masyarakat juga
semakin terspesialisasi dengan fungsi dan organisasi politik yang semakin jelas”.

Pendekatan evolusioner tersebut kemudian dielaborasi lagi di tangan
mazhab struktural fungsional, dengan cara memberi perhatian pada proses
spesiﬁk, yaitu ketika pelembagaan solidaritas dan makna-makna, serta pola-pola

pengotganisasian dalam pembagian kerja (division of labor) dan pengaturan

* §.N. Eisenstadt, Michel Abitbol dan Naomi Chazan "The Origins of the State
Reconsidered” dalam S.N. Eisenstadt, Michel Abitbol dan Naomi Chazan (eds.) The Early State in
African Perspective, (Leiden: E.J. Brill, 1988), him_ I-2.



kekuashamsalmgtelkaitsamsamalaindidalamsunktmmasyarakat.Didalam
proses spesifik yang saling tali temali dan kait mengait seperti itulah, sumbangan
agama (Kristen) terhadap pembentukan negara dapat dideteksi, sebagaimana
diungkjtapkan oleh ahli sosiologi Talcott Parsons. Harus diakui bahwa Parsons
sendiri tidaklah secara khusus mengulas keterkaitan peran agama dalam proses
pembejntukan negara, oleh karena konteks pemikiran Parson adalah bagaimana
memposnsﬂ(an agama (Kristen) di dalam keseluruhan teori sistem (systems theory)
yang dﬂ)angunnya.

‘Menurut Parsons, differensiasi atau keterpisahan sistem politik (dari
sistem sosial lain) dengan segala keadaan yang dihasilkannya seperti otonomisasi
dan pelembagaan proses-proses politik, memberikan andil bagi kelahiran sebuah
negara. Proses differensiasi sistem politik tersebut berlangsung pada suatu
momeptum yang khas, yaitu ketika di satu sisi sumber-sumber (ekonomi)
mengalami mobilisasi di dalam kerangka pelembagaan bangunan sub sistem
ekono#ni dan di sisi lain, differensiasi dimungkinkan di dalam kondisi-kondisi
kultmﬂ tertentu yang kondusif dan dibutuhkan bagi pelembagaan perubahan-
perubahan dalam sub sistem politik. Parsons melihat bahwa agama Kristen
berperan sebagai sumber “kode budaya” (cultural code) yang memungkinkan sub
sistem politik sama sekali otonom (dari sistem lain).* Dengan kata lain, agama
Kristen adalah sumber bagi terciptanya kondisi kultural yang memungkinkan

otonomisasi sub sistem politik.

5 Bertrand Badic and Pierre Bimbaum, The Sociology of the State, trans. Arthur
Goldhammer (Chicago: The University of Chicago Press, 1983), him. 28. Lihat juga: Peter
Hamilton, Talcort Parsons, (Sussex: Ellis Horwood, 1983), him. 117-129. Parsons menempatkan
agama sebagai “informational control” atau sumber nilai dalam sistem budaya berdasarkan
paradigma empat dimensi fungsional dalam systems theory, yaitu (A)daptation, (G)oal attainment,
(Dntegration dan (L)atency.



Bryant Tumer® berpendapat, sedikitnya perhatian para ahli ilmu sosial
terhadap peran agama dalam pembentukan negara antara lain karena dihantui oleh
tema sekularisasi yang mengasumsikan bahwa agama tradisional akan melemah
sejalan dengan menguatnya kapitalisme. Padahal menurutnya, agama Kristen
telah menyediakan basis legitimasi yang menentukan bagi kelahiran negara-
negara bangsa di Eropa. Kesimpulan yang senada dengan Tumner diberikan oleh
Bennédict Anderson yang menyatakan bahwa koalisi antara agama Protestan dan
kapitaiisme penerbitan (print-capitalism) memegang peran penting dalam
penyebarluasan kesadaran nasional di kalangan bangsa-bangsa Eropa.” Kesadaran
inilah yang menjadi salah satu faktor penting pembentukan negara-negara
nasional di daratan benua itu, walaupun pada akhirnya format negara yang mereka
bangun bercorak sekuler.

Islam juga mengalami perlakuan sama dari para ahli ilmu sosial. Meskipun
mereka yang tergolong Orientalis seperti Hodgson atau Guillaume memberikan
petunjuk adanya pertautan antara agama Islam dengan pembentukan negara
bahkan pada masa awal kehadiran Islam, tidak ada penjelasan sosiologis yang
memadai untuk memahami persoalan itu. *

- Sesungguhnya, fakta-fakta sejarah di masa Nabi Muhammad saw merintis

pembentukan komunitas Madinah memberikan petunjuk awal bahwa Islam

6 Bryan S. Tumer, "Religion and State Formation: a Commentary on Recent Debates”,
dalam Journal of Historical Sociology, vol. L, no.3 (1988), him. 322-330.

7 Benedict Anderson, Jmagined Communities, Reflections on the Origins and Spread of
Nationalism (London: Verso, 1983), him. 41-44.

¢ Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1 (Chicago: The University of
Chicagp Press, 1974), him. 187-230. Lihat juga: Alfred Guillaume, Islam (Middlesex: Penguin,
1954), him. 78-87.
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memberikan kontribusi penting bagi proses menuju pembentukan sebuah negara.
Ada beberapa aspek yang dapat dijelaskan lebih rinci pada uraian mendatang
terkait dengan peran tersebut. Untuk kali ini uraian dicukupkan hanya gambaran
sekilas saja.

Pertama, Islam menyediakan ajaran yang potensial mengubah struktur
masyarakat (Madinah) dari pola kesukuan (kinship) menuju pola keluarga batih
yang lebih menekankan tanggung jawab pada individu dalam lingkup kehidupan
ibu-bapak dan anak-anak mercka. Melalui penekanan pada pelaksanaan ajaran
Islam yang bercorak individual, seperti shalat atau puasa, setiap pemeluk
berkesempatan membentuk dirinya sendiri yang relatif otonom. Kelahiran
keluarga batih sangat potensial mendorong kompleksitas masyarakat dan
selanjutnya akan membutuhkan pola pengorganisasian secara baru.

Kedua, sebagai penopang model keluarga batih itu, Islam mengenalkan
hukum perkawinan yang ketat dan juga hukum waris. Terutama melalui hukum
waris, posisi keluarga batih diperteguh sebagai landasan utama pengorganisasian
masyarakat menggantikan pengorganisasian model kesukuan Arab yang tidak
mengenal pewarisan harta benda secara pasti, kecuali bagi laki-laki anggota
keluarga yang kuat perang. Hukum waris ini memungkinkan proses kepemilikan
harta secara perorangan dan merdeka (private ownership)® bukan hanya bagi laki-

laki tetapi juga bagi perempuan.

" ® Untuk persoalan kepemilikan individu sebagai faktor dalam proses pembentukan
negara, lihat: George M. Thomas dan John W. Meyer, “The Expansion of the State” dalam Annual
Review of Sociology vol. 10 (Annual Review Inc., 1984), him. 464-466.
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| Ketiga, Islam juga mengenalkan pengorganisasian perpajakan yang
mew#jibkan setiap anggota masyarakat untuk menyetor kekayaan secara invidual
untuk digunakan secara kolektif, baik dalam bentuk zakat, infaq, atau jizyah
Pengorganisasian sumber-sumber keuangan ini memberi kemungkinan
tumbuhnya pembagian kerja dan differensiasi profesi berbasis upah (wages,
salary).

‘ Keempat, melalui praktik yang dicontohkan Nabi Muhammad saw, juga
diperkenalkan pengorganisasian instrumen kekerasan fisik (instruments of
physi?:al violence) dalam bentuk ketentaraan,” meskipun sosok organisasinya
yang [lebih jelas baru terlihat setelah melampaui masa kepemimpinan keempat
khalifah pengganti Muhammad saw yang dikenal dengan al-Khulafa’ al-Rasidun.

j Sumbangan Islam bagi proses pembentukan Negara di Madinah secara
sosiologis tentu memiliki batasnya sendiri, mengingat Agama ini hadir dalam
setﬁngmmgdanwakwwtmngmhhadadikom itu dan kota kelahirannya
Makkah. Maka, selain peran penting yang diberikan Islam, terdapat peran yang
dismgbangkan faktor-faktor lain dalam proses pembentukan negara, suatu hal
yang memerlukan elaborasi lebih lanjut. Namun sebagai ilustrasi, di sini akan
dikemukakan tiga faktor penting.

| Faktor pertama adalah komposisi penduduk Madinah yang terdini dani
kabilah-kabilah Arab yang telah memeluk Islam, utamanya Aus dan Khazraj;

kabilah-kabilah penganut agama Yahudi kabilah-kabilah yang masih menganut

' Mengenai pentingnya kedua aspek terakhir ini dalam proses pembentukan negara, lihat:
Norbert Elias, "Violence and Civilization: The State Monopoly of Physical Violence and its
Infringement” dalam John Keane (ed.) Civil Society and the State (London: Verso, 1988), him.
177.
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agm berhala; serta kabilah Arab muslim yang hijrah dari Makkah, utamanya
cabang-cabang kabilah Quraisy. Faktor ini turut mewarnai proses pembentukan
komunitas baru Madinah dan proses politik selanjutnya menuju pembentukan
sebuah negara, jauh sepeninggal Rasulullah saw.

Faktor kedua adalah warisan semangat fanatisme kekabilahan yang belum.
scpenﬁhnya dituntaskan oleh kehadiran agama Islam. Faktor ini turut memberi .
sumbangan bagi proses-proses politik dalam kerangka pembentukan Negara,
khususnya dalam konteks perebutan kepemimpinan elite politik puncak. Warisan
ini tambah lama terlihat cenderung tambah menguat dan memberi landasan bagi
kehadiran model negara dinastik, setelah berakhimya masa al-Khulafa’ al-
Rasidun.

Sedangkan faktor ketiga adalah kondisi perekonomian komunitas Madinah
yang berbasis pertanian, yang sulit diharapkan dapat mm@g kebutuhan
ekonomi dan keuangan scbuah Negara, tanpa dukungan sumber-sumber lain. Di
masa sebelum Islam, penduduk Madinah hidup dari pertanian dan sedikit
perdagangan yang secara diametral membedakannya dari Makkah yang secara
luas telah diakui sebagai pusat dagang dan perziarahan yang kuat. Pertikaian dan
peperangan antara penduduk Madinah setelah Islam dengan Makkah sebelum
ditaklukkan, bukan saja telah mengganggu kekuatan perekonomian Makkah,
melainkan terlebih lagi Madinah. Dalam konteks ini, ketergantungan penduduk
Madinah sangat besar terhadap sumber penghidupan lain, utamanya harta

rampasan perang. Hal mi secara nyata akan mewamnai proses konsolidasi
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kekuasaan dan pembentukan negara, baik di masa Nabi saw maupun al-Khulafa’
al-Rasidin."

'Kelangkaan penjelasan secara komprehensif yang lebih bercorak
sosiok;gis dari para ahli ilmu sosial tentang sumbangan Islam dalam pembentukan
negara, khususnya di masa-masa nabi Muhammad saw dan para sahabat
penerusnya di Madinah, sangat boleh jadi memberikan andil besar bagi formulasi
peran Islam yang lebih bercorak ideologis di kalangan para tokoh dan pemikir
Islam pasca kehancuran negara kekhalifahan/kesuitanan. Hubungan di antara
ketiga; faktor di atas dan antara ketiga faktor tersebut dengan faktor kehadiran
Islam serta faktor lainnya, belum berhasil dilacak secara komprehensif oleh para
pem1klr Islam, sehingga kesimpulan mereka mengenai formulasi Negara Islam
cenderung distortif dan instan.

' Oleh sebab itu, diperlukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap
kondisi-kondisi sosiologis yang melatarbelakangi proses pembentukan negara
yang piprakarsai nabi Muhammad saw dan peran Islam di dalamnya. Dalam
kaitani; ini Bellah”” memberikan sedikit petunjuk yang menarik. Menurutnya,
masydralcat Arab di bawah Muhammad saw telah menciptakan lompatan ke
depan dalam hal kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur
masyarakat yang disiapkan oleh Muhammad saw itu dikembangkan oleh para

khalifah penerusnya, hasilnya adalah sesuatu yang untuk saat itu benar-benar

- ! Tentang perekonomian Madinah sebelum Islam, lihat: Mahmud Arfah Mahmud, Al-
Arab Qabla al-Islam, Ahwalutum al-Siyasiyyah wa al-Diniyyah wa  Ahammu  Mazahiri
Hadaratihim (Kairo: Dar al-Tsaqgafah al-Arabiyyah, 1998), him. 288 dan 330. Mengenai pengaruh
konflik terhadap ekonomi penduduk Makkah dan Madinah, lihat: Ahmad Ibrahim al-Syarif,
Daulah ar-Rasul fi al-Madinah (Kairo: Dar al-Fikri al-Araby, 1972), him. 122-125.

- 12 Robert N. Bellah, Beyond Belief, Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern, terj. R H,
Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), him. 208-211.



14

modern, baik dalam pengertian tingginya komitmen dan partisipasi semua lapisan
masyarjakat maupun keterbukaan posisi kepemimpinan berdasarkan kemampuan
dan p¢rsyaratan universal lainnya. Bagi Bellah, kegagalan masyarakat muslim
awal = mempertahankan kondisi tersebut dengan kembali kepada prinsip
pengorganisasian sosial pra-Islam, menunjukkan bahwa hal itu terlalu modem
untuk ' dapat berhasil karena infrastuktur sosial yang dapat mendukung
keberﬂasilannya belum tercipta. Pendapat seperti ini atraktif, meskipun masih

perlu diperdebatkan kesahihannya.

B. Rumusan Masalah

Kecenderungan para tokoh gerakan dan pemikir muslim kepada
pemahaman yang lebih normatif ideologis terhadap formulasi Negara Madinah
sebagai Negara (nasional) Islam, telah menempatkan formulasi itu dalam posisi
yang “sakral” yang mengandung konsekuensi hukum (keagamaan) tertentu jika
tidak ditegakkan. Penempatan seperti ini mengandung bahaya terjerumusnya
seseorang ke dalam keyakinan keagamaan yang belum tentu sahih. Namun, juga
sama bahayanya apabila penolakan atas formulasi seperti itu dilakukan dengan
pemahaman yang sama ideologisnya, misalnya melalui penggunaan premis-
premis keagamaan secara instan. Pemahaman yang lebih sosiologis akan
membuka ruang bagi pengembangan premis-premis yang dihasilkan secara lebih
proporsional.

Sebagai sebentuk pemahaman yang dihasilkan melalui proses pencarian di
dalam ketegangan (fension) antara kehancuran negara kekhalifahan/kesultanan

dan kehadiran negara bangsa, formulasi ideologis Negara Islam harus terlebih



15

dahulu 'ditinjau secara kritis dan diuji kesahihannya melalui rekonstruksi yang
lebih bercorak sosiologis atas sumbangan Islam bagi proses pembentukan negara
oleh Muhammad saw dan empat sahabat sesudahnya yang berpusat di Madinah,
untuk kemudian dilakukan reformulasi peran Islam tersebut di dalam keseluruhan
proses. Dengan mengingat pendckaﬁm metodologis yang digunakan, penelitian
ini dimaksudkan untuk menyodorkan pemikiran alternatif tentang bagaimana
sumbangan Islam dalam proses pembentukan negara dapat dipahami secara
proporsional.

Penelitian ini berupaya menggali, adakah arah tertentu yang dituju oleh
MuhammadsawdalammembanglmmasymakatmuslimAmbdiMadinah
Identifikasi terhadap arah ini akan dilakukan melalui penggalian terhadap faktor
Agama Islam dan faktor-faktor lain di lvar Agama Islam yang memotivasi
pengorganisasian secara baru masyarakat Arab di bawah Muhammad saw.
Penelitian ini juga berupaya mencari jawaban, infrastruktur sosial macam apa
yang telah dibangun oleh Muhammad saw di Madinah dan apa sumbangan Islam
dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Melalui penggalian seperti ini akan
dapat diidentifikasi, langkah-langkah seperti apakah yang seharusnya
dikembangkan oleh kaum muslimin para penerus Muhammad saw agar dapat
meneladaninya dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Selain itu juga akan
diteliti, mengapa pola pengorganisasian masyarakat dan kepemimpinan yang
dikembangkan Muhammad saw dan keempat sahabat penggantinya kemudian
berubah di masa sesudah itu menjadi pola pengorganisasian sosial lain yang pada

dasarnya berbeda dengan pola yang telah dirintis Muhammad saw.
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‘Masalah utama yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah, bagaimana
memformulasikan sumbangan Islam di dalam proses pembentukan negara yang
lebih w&m& realitas sosiologis masyarakat Madinah di masa Muhammad saw
dan keempat khalifaih penerusnya? Secara spesifik, masalah utama tersebut
setidaknya akan diurai dengan jalan mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. Elemen-elemen baru apa saja di ranah sosial, ekonomi, politik dan budaya
masyarakat Arab yang dihasilkan oleh kehadiran Islam, terutama jika
dibandingkan dengan periode pra-Islam?

2. Mengapa proses pembentukan negara pada masyarakat Arab di semenanjung
Arabia bagian Tengah terjadi setelah kemunculan Islam dan bukan
sebelumnya dan adakah hubungan signifikan antara kedua fenomena itu, yakni
proses pembentukan negara dengan kehadiran Islam? Atau dengan kata lain,
apakah Islam itu sendiri memiliki konsep tentang pembentukan negara?

3. Bagaimanakah penjelasan sosiologis yang proporsional terhadap perluasan
Islam ke luar semenanjung Arabia bagian Tengah dan apa saja konsekuensi-
konsekuensi perluasan itu bagi proses pembentukan negara selanjutnya, serta
ba@lmana penjelasan sosiologis atas penggunaan pola pengorganisasian
sosial yang berbeda antara masa Muhammad saw dan keempat sahabat
pcnilcmsnya dengan masa-masa setelah itu?

4, BaéaMma kemungkinan memformulasikan wacana atau teori baru tentang
pertautan Islam dengan pembentukan negara dan landasan konseptual apa saja

yanig harus dikembangkan agar dapat diterapkan secara lebih praktis di masa

depan?
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Pertanyaan pertama menghendaki jawaban deskriptif analitis mengenai
perubahan sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang relatif fundamental di
kalangan masyarakat Arabia Tengah, khususnya masyarakat kota Madinah setelah
kelahiran Islam. Jawaban ini penting untuk mengetahui perubahan sosial apa yang
secara proporsional dibawa oleh Islam dan apa saja sumbangan aspek lain di luar

Islam.

Melalui jawaban atas pertanyaan kedua akan diperoleh deskripsi yang
lebih spesifik mengenai sumbangan Islam bagi proses pembentukan negara.
Prasyarat-prasyarat yang diperlukan dalam proses pembentukan negara akan
dianalisa dalam konteks masyarakat Madinah khususnya dan Arabia Tengah
umumnya dan posisi Islam di dalam keseluruhan proses itu akan dipetakan. Ke
dalam pemetaan ini akan termasuk analisa atas posisi dan kinerja Sahifah (yang
sering diterjemahkan dengan “Piagam Madinah” atau “Konstitusi Madinah”) yang
diberlakukan bagi penduduk Madinah di bawah pimpinan Muhammad saw
sehingga dari analisa ini dapat dilihat apakah Islam memiliki, atau tidak memiliki,
konsep tentang negara dan pembentukannya.

~ Jawaban atas pertanyaan ketiga akan memberikan gambaran mengenai
mata rantai proses pencarian bentuk negara yang pada hakikatnya belum final,
suatu ‘mata rantai yang melukiskan tahap-tahap (stages) pembentukan negara,
yaitu tahap yang diselesaikan oleh Muhammad saw, lalu kemudian tahap-tahap
yang dikembangkan oleh keempat khalifah penerus beliau, serta tahap yang
dilanjutkan oleh para penguasa muslim sesudah mereka. Dalam jawaban ini akan

diberikan analisa mengenai bagian-bagian dari tahap-tahap tersebut yang berubah



18

secara tajam dari pencapaian Muhammad saw sendiri dalam proses pembentukan
negara.

Jawaban atas pertanyaan keempat diharapkan dapat menyediakan
formulasi alternatif atas wacana dan ideologi Negara Islam. Tanpa harus secara
langsung menampilkan pembandingan, jawaban yang tersedia akan dengan
sendirinya merefleksikan tinjauan kritis atas wacana dan ideologi tersebut dan
sekaligus memuntut reformulasi atas peran atau sumbangan Islam bagi proses
pembentukan negara yang dapat dijadikan acuan pengembangan konseptual
secara kreatif oleh masyarakat muslim yang memeriukannya. Dengan kata lain,
studi ini merupakan eksplorasi menemukan pemahaman yang lebih sosiologis
terhadap fenomena apa yang sering dipersepsikan sebagai Negara Islam Madinah
di masa Nabi saw dan empat sahabatnya yang utama (al-Khulafa’ al-Rasidun),

serta proporsi sumbangan Islam di dalamnya.

C. Signifikansi

' Pembentukan sebuah negara tidak berlangsung dalam situasi vacum dan
bersifat instan. Ia memerlukan prasyarat kondisional (conditional prerequisite)
yang seringkali saling tali temali, bersifat kompleks dan bahkan terlibat tanpa
disain, yang memungkinkan proses pembentukannya tefjadi. Maka, memposisikan
hasil usaha Muhammad saw dan keempat sahabat penerusnya dalam bentuk
Negara Islam Madinah sebagai cetak biru bagi pembentukan Negara Islam secara
mstan di mana saja, akan membawa orang kepada idealisasi peran atau
sumbéngan Islam yang tidak selaras dengan proporsi yang sebenamya di dalam

realitas sosiologis masa itu.
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Dilihat dari perspektif di atas, signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari
dua hal. Pertama, penelitian ini akan memberi kejelasan tentang bagaimana
prasyarat-prasyarat kondisional saling berinteraksi dan bertali temali di dalam
proses pembentukan negara di Madinah dan bagaimana proporsi sumbangan Islam
bagi pfoses itn. Kejelasan seperti ini sekaligus akan mengisi ruang kosong yang
belum banyak diisi oleh para ahli ilmu sosial dan studi Islam tentang sumbangan
agama, khususnya Islam, bagi proses pembentukan negara (state formation).

Kedua, penelitian ini akan memberikan perspektif yang berbeda dalam
memahami ajaran agama, yaitu suatu pemahaman yang lebih mempertimbangkan
realitas yang membumi, yang presedennya dapat ditemukan dalam bentuk
asbabur nuzul bagi ayat Qur’an atau asbabul wurud bagi Hadis. Jika fenomena
apa yang disebut dengan Negara Islam Madinah akan diletakkan dalam domain
keagamaan dengan asumsi bahwa Islam tidak mengenal pemisahan di antara
berbagai aspek kehidupan, maka pemahaman mengenai hal tersebut perlu
diduk@g oleh pemahaman atas berbagai kondisi yang menyertai kelzhirannya,
schingga dapat membantu tumbuhnya pemahaman keagamaan yang lebih

proporsional.

D. Kontribusi

" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia
keilmuan, khususnya ilmu sosial dan studi keislaman, berupa informasi ilmiah
tentang kontribusi agama (Islam) dalam proses pembentukan sebuah negara.
Mengingat demikian minimnya informasi tentang hubungan antara kedua hal

tersebut, hasil penelitian ini diharapkan turut memperkaya perbendaharaan
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pengetahuan eksploratif tentang hal dimaksud. Hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pembentukan wacana alternatif tentang
bagaimana seharusnya Islam dipahami dalam kaitan dengan pencarian bentuk
negara pasca kejatuhan negara kekhalifahan/kesultanan. Di atas semua itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan mentah bagi pemahaman
tentang Islam yang lebih kreatif dan aplikatif dalam menjawab kehendak
masyarakat untuk membangun negara yang maju dan sejahtera, khususnya dalam
lingkungan pergaulan masyarakat dunia dewasa ini yang sudah demikian

kompleks.

E. Telaah Kepustakaan

‘Persoalan pembentukan negara telah menjadi perhatian banyak kaum
intelektual. Di dalam tradisi keilmuan Barat, perhatian tethadap persoalan ini
ditemukan pada karya-karya setua karya Plato dan Aristoteles sekitar 400 tahun
sebelum Masehi, yang mengupas mengenai pembentukan negara kota. Sebagai
filosof, keduanya mengajukan teori tentang negara kota yang ideal dan mengingat
padasaatimuadisiagamabesarbelumterbenmkdika]anganmasyamkatdimana
keduanya hidup, keterkaitaﬁ antara agama dengan pembentukan negara sulit
diharapkan. Dalam tradisi (Eropa) Barat ini, teori pembentukan negara
dikembangkan dalam konteks teori-teori tentang negara nasional. Dalam konteks
ini pula, para filosof abad Pencerahan seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John
Locke (1632-1704) atau Jacques Rousseau (1712-1778) mengajukan teori mereka
tentang negara dan pembentukannya. Meskipun tradisi agama besar, yakni

Kristen, telah lama berakar ketika mereka hidup, para filosof itu justeru
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merupakan tokoh-tokoh perlawanan terhadap dominasi gereja, khususnya gereja
Katolik, sehingga sulit pula mengharapkan teoriteori mereka membahas
keterkaitan antara proses pembentukan negara dengan agama Kristen."

Pembahasan mengenai persoalan pembentukan negara olek banyak
intelektual Barat generasi modern, seringkali juga terlepas dari keterkaitannya
dengan kontribusi agama (Kristen), meskipun perlawanan terhadap domunasi
gereja  tidak sekuat para pemikir pendahuln mereka di abad pencerahan
Sebagaimana telah disinggung sekilas di atas, Bryan Turner telah menunjukkan
keengganan para ilmuwan Barat untuk membahas persoalan itu, terutama karena
asumsi yang mereka anut mengenai proses sekularisasi. Meskipun Tumer
mengakui adanya keterpautan antara agama (Kristen) dengan pertumbuhan negara
bangsa di Eropa, dia sendiri tidak melakukan kajian secara khusus dan serius
mengenai kontribusi agama dalam pembentukan negara bangsa di Eropa. Dapat
dipastikan bahwa dengan kondisi seperti ini kaum intelektual Barat tidak
memberikan perhatian yang cukup untuk menghasitkan karya yang
mempertautkan agama, apalagi agama Islam, dengan pembentukan negara.

- Oleh karena demikian halnya, maka untuk memahami teori-teori tentang
negara dan pembentukannya dalam tradisi keilmuan (Eropa) Barat, pusat
perhatian tidak diarabkan kepada agama, melainkan kepada individu yang bebas
dan kepada masyarakat. Para teoritisi yang sangat mementingkan individu yang

bebas, ‘pada umumnya mengajukan teori-teori yang mengandung perspektif statis

B Studi mengenai teori kenegaraan mereka secara rinci dapat dilihat dalam: George H.
Sabine, lA History of Political Theory (London: George G. Harrap & Co, Ltd., 1963).

o
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jangka pendek.* Termasuk ke dalam perspektif ini adalah teori atau filsafat politik
yang bersifat normatif, sebagaimana telah dihasilkan oleh Plato dan Aristoteles di
jaman!kuno, atau oleh Hobbes (1588-1679) dan Locke (1632-1704), dua tokoh
Liberaﬂisme dari jaman Pencerahan. Teori-teon ini menekankan pada apa yang
seham;snya berlangsung dalam pembentukan negara dan apa yang seharusnya
dilakukan oleh negara terhadap individu yang bebas. Ke dalam teori yang
normatif ini tercakup pula pemikiran para ilmuwan politik generasi baru yang
tidak fnemandang penting evolusi politik masyarakat dan lebih memilih memberi
perhatian pada persoalan kekinian seperti perubahan organisasi negara atau cara
perumusan kebijakan oleh negara.

- Sedangkan para teoritisi yang memberi perhatian pada masyarakat dalam
pembentukan negara, pada umumnya mengajukan teori-teori yang memiliki
perspektif dinamis jangka panjang, yaitu teon-teori yang bersifat deskriptif
ekplanatoris, yang melihat proses serta dukungan data dan fakta di lapangan
sebagai hal yang krusial. Perspektif seperti ini terutama banyak ditemukan pada
pemikiran para sosiolog seperti Karl Marx (1818-83) atau Norbert Elias (1897-
1990), serta para antmpqlog seperti Lewis H. Morgan (1818-1881) atau Julian
Steward (1902-1972).

- Persoalan hubungan agama dengan pembentukan negara memang lebih
banyak diangkat oleh para intelektual Muslim yang sangat menekankan

pentidgnya agama manusia dan kurang mempertimbangkan aspek

" penggolongan ini, termasuk perspektif kebalikannnya yakni dinamis jangka panjang
dipinjam dari kategorisasi yang dibuat oleh Norbert Elias. Lihat Norbert Elias, “Processes of State
Formation and Nation Building” dalam Transactions of 7" World Congress of Sociology 1970,
vol. 3 (Sofia, International Sociological Association, 1972), hlm. 274-284.
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kemasyarakatannya, sehingga mereka umumnya menghasilkan teori-teori politik
yang bercorak normatif dan cenderung doktriner. Pada masa ketika negara
kekhalifahan/kesultanan sedang dalam puncak perkembangannya, para ilmuwan
muslim masa klasik seperti Ibnu Abi Rabi atau al-Farabi” telah memberikan
perhamm pada keterkaitan Islam dengan pembentukan negara, walaupun
pembahasan mengenai hal itu sangat sedikit mereka lakukan mengingat keduanya
mendai:at pengaruh pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Ibnu Abi Rabi
yang hidup di lingkungan politik kerajaan Abbasiyah yang sedang berkembang
bagus di bawah al-Mu’tashim pada abad IX Masehi, berpendapat bahwa manusia
diciptakan Allah untuk saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi hajat
hidup imereka, baik pangan, sandang maupun papan. Interdependensi antar
manusia selain menghasilkan pembagian kerja, juga menumbuhkan struktur
pengorganisasian masyarakat yang kelak membentuk negara. Dengan kata lain, ia
melihat negara muncul sebagai mata rantai proses pemenuhan kebutuhan hidup
manusia. Ila juga berpendapat bahwa negara kekhalifahan dengan seorang
pemimpin puncak (khalifah) yang memperoleh kekuasaannya secara turun
temurun, merupakan bentuk negara yang terbaik. Kecuali uraian tentang asal-usul
negara yang hanya sedikit diulas, uraian teoretik tentang hubungan Islam dengan
pembentukan negara kurang mengedepankan pendekatan sosiologis.

| Sedangkan al-Farabi yang jauh lebih masyhur dari Ibnu Abi Rabi tetapi
hidup di lingkungan dinasti Abbasiyah yang sedang kacau di masa al-Mu’tamid,

mengemukakan teori tentang negara yang tampaknya sangat teoretik dan belum

¥ Munawir Sjadzali, fslam, him. 42-57.



24

diuji késahihannya dalam realitas. Hal ini dapat dipahami karena posisi al-Farabi
jauh dan lingkaran kekuasaan politik dan hidup lebih banyak bergelut dengan
dunia keilmuan. Menurutnya, ada tiga bentuk masyarakat, yaitu “masyarakat
sempurma besar”, “masyarakat sempurma sedang” dan ‘“masyarakat sempurna
kecﬂ Bentuk masyarakat yang terakhir ini mernupakan kesatuan politik terbaik
yang membentuk negara kota. Menurutnya, bentuk negara (kota) terdiri dan
beberapa macam lagi: Negara Utama, Negara Bodoh, Negara Rusak, Negara yang
Merosot dan Negara yang Sesat. Mengenai asal usul negara, pendapat al-Farabi
sama seperti pendapat Abi Rabi, yang utamanya bersumber dari pemikiran Plato.

* Kalangan pemikir muslim abad pertengahan seperti al-Mawardi atau Ibnu
Khaldun (1332-1406 M), juga mepuliskan teori mereka dalam konteks model
kekhalifahan. Demikianlah misalnya al-Mawardi, lebih menekankan teorinya pada
pentingnya imamah (kepemimpinan umat), posisi khalifah sebagai imam dan
kewajiban serta fungsi imam. Sentralitas imam dalam pemerintahan menjadi
perhatian utama dan bukan pada bagaimana proses pembentukan negara
berlangsung dan bagaimana peran atau sumbangan yang diberikan Islam dalam
proses tersebut. Dengan kata lain, dalam mempertautkan Islam dengan
pembentukan negara, pendekatan yang dibuat al-Mawardi lebih bersifat normatif
dan doktriner dan tidak memperhatikan pendekatan sosiologis’®

| Sebagaimana al-Mawardi, pendekatan yang digunakan Ibnu Khaldun
dalam' membangun teorinya tentang negara juga bersifat normatif dan doktriner,

sebagaimana terlihat pada pendapatmya tentang imamah dan fungsi imam, yang

: 16 Qamar-ud-din Khan, Kekuasaan, Penghkhianatan dan Otoritas Agama, Telaah Kritis
Teori al-Mawardi tentang Negara (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), him. 39-87.
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tidak berbeda jauh dengan pendapat al-Mawardi Meskipun demikian, Ibnu
Khaldun telah mulai memberikan perhatian kepada pendekatan sosiologis, ketika
ia berpendapat bahwa solidaritas kesukuan (ssabiyyah) dan kekuatan tentara
merupakan pilar penting sebagai kekuatan penyangga negara. Dalam konteks ini,
Ibnu Khaldun tidak melakukan analisa mengenai pembentukan negara
(kekhalifahan) secara spesifik dan sumbangan Islam di dalamnya, melainkan
membuat generalisasi sosiologis yang cenderung bercorak umum. 1

Karya yang jauh lebih relevan dengan penelitian ini adalah studi yang
dilakukan oleh para intelektual muslim setelah kehancuran negara kekhalifahan
dan munculnya negara-bangsa. Namun karya terdahulu seperti yang dibuat oleh
al-Mawardi, atau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, tetap memiliki relevansinya
sendiri mengingat karya-karya itu banyak dijadikan rujukan oleh para intelektual
generasi berikutnya. Relevansi tersebut semakin nyata ketika para intelektual itu
lebih cenderung menggunakan pendekatan normatif dan doktriner, atau
katakanlah “ideologis” seperti para pendahulunya. Karya para intelektual
generasi baru tersebut belum mampu lagi mengembangkan pendekatan sosiologis
sebagaimana telah dirintis oleh Ibnu Khaldun. Demikianlah misalnya, gagasan
kenegaraan Abul A’la Maududi (1903-1979) yang adalah tokoh utama Jama’at
Islami, juga merujuk kepada karya terdabulu dengan tetap menggunakan
pendekatan normatif ideologis. Pandangannya tentang negara bertolak dari konsep
al-llah dan al-Rabb, yang harus diartikan penyerahan semua hak pembuatan

undang-undang kepada Allah. Ia menolak konsep demokrasi karena mengandung

7 Untung Wahono, Pemikiran Politik Islam dalam Pasang Surut Peradabon (Jakarta:
Pustaka Tarbiyatuna, 2003), him. 143-161.
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arti rakyat memiliki kedaulatan membuat undang-undang dan sebagai
padanannya, mengajukan konsep theo-demokrasi, yakni pemberian kewenangan
kepada rakyat untuk membentuk dewan eksekutif yang dibatasi oleh undang-
undang Tuhan. Maududi juga masih menggunakan terminologi khilafah untuk
merujuk kepada kepemimpinan dalam pemerintahan menurut Islam. "

. Pola studi seperti dilakukan Maududi seolah-olah menjadi trend bagi para
intelektual muslim, di mana pendekatan sosiologis kurang memperoleh tempat.
Fakia-fakta sejarah dinukil dan diinterpretasikan dengan tetap menggunakan
pendekatan normatif Untuk menyebut contoh, tulisan Abdul Qadim Zallum
tentang sistem pemerintahan Islam yang merupakan penyempurnaan karya tokoh
H]zbut Tahrir Tagiyyuddin An-Nabhani (1909-1977), atau tulisan tokoh partai
Masymm Zainal Abidin Ahmad (1911-1983) tentang Negara Islam, masih belum
memben tempat bagi interpretasi yang lebih sosiologis terhadap peran Islam
dalam pembentukan negara.”

Studi yang lebih sosiologis tentang kaitan Islam dengan pembentukan
negara dilakukan oleh Khalil Abdul Karim. Dalam pemahamannya, kehadiran
Islam; sangat terkait dengan proses pembentukan Negara Quraisy di Yatsrib yang
mengukuhkan hegemoni suku itu di atas seluruh suku-suku Arab di Arabia
Tengah. Negara yang didirikan oleh Muhammad bin Abdillah di Yatsrib
(Madinah) bukanlah prototipe Negara Islam melainkan peneguhan kekuasaan dan

Negara Quraisy. Dalam konteks ini, kehadiran Islam tampaknya tidak

% Abul A’la Maududi, Nazariyah al-Islam al-Siyasiyah (Kuwait: Maktabah al-Manar,
t.t), hlm. 1-15 dan seterusnya.

‘ 1% Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam, terj. Maghfur (Bangil: Al-lzzah,
2002). Lihat juga: Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Yogyakarta: Pustaka Iqra,
2001).
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ditempatkan sebagai persoalan kebenaran dalam beragama, melainkan terkait
dengmi legitimasi atas kekuasaan yang telah lama dimiliki kaum Quraisy.”
Meskipun studi ini telah sangat maju dalam menggunakan pendekatan sosiologis,
penulisnya telah gagal mengidentifikasi sumbangan Islam bagi proses
pembentukan negara di Madinah, melebihi kapasitasnya sebagai landasan
legitimasi bagi kelanggengan kekuasaan Quraisy. Memposisikan Islam seperti itu
akan distortif terhadap makna penting Islam bagi mereka yang secara tulus dan
sungguh-sungguh menerima agama ini sebagai pegangan hidup, serta bagi
perubahan kehidupan yang dialami masyarakat Arab secara luas pada saat itu.
Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis sebagaimana
dilakukan Khalil Abdul Karim, perlakuannya terhadap posisi Islam berbeda dari
perlakuan Abdul Karim terhadap posisi agama ini. Ketika Karim menempatkan
Islam  dalam posisi legitimator terhadap Negara Quraisy, penelitian ini
menempatkan Isiam sebagai kontributor penting bagi proses pembentukan negara
di Madinah sehingga penelitian ini sejak awal tidak menempatkan Islam dalam
posisi pinggiran, melainkan posisi sentral dan menentukan. Walaupun demikian
perlakuan penelitian ini terhadap posisi Islam, penelitian ini berbeda dengan
karya+karya yang menggunakan pendekatan normatif ideologis dalam memahami
fenonmena apa yang discbut Negara Madinah. Jadi, melalui penelitian ini,
kontribusi Islam dalam proses pembentukan negara akan ditempatkan secara
proporsional melalui pendekatan sosiologis, sehingga diharapkan dapat

mengeliminir distorsi, baik yang terdapat pada karya-karya yang menggunakan

" ® Khalil Abdul Karim, Hegemoni Quraisy, Agama, Budaya, Kekuasaan, terj. Faisol
Fatawi (Yogyakarta: LKIS, 2002), him. xi-xxv.
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pendckalan normatif ideologis maupun pendekatan sosiologis model Khalil Abdul

Karimi

F. Kerangka Teori

'Dalam rangka menjawab pertanyaan sebagaimana diuraikan dalam
rumusan masalah, penelitian ini menggunakan tiga kata kunci sebagai kerangka
teori, yaitu kerangka teori tentang Islam, tentang negara dan tentang pembentukan
negara.
1. Islam

Al-Jurjani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad ‘Imarah,
mengartikan Islam sebagai “...ketundukan dan kepatuhan kepada Allah swt
sesuai dengan ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang datang dari Allah dan
diwartakan oleh Rasul saw”. Sesuai dengan arti ini, Imarah memandang Islam
sebagai agama sekaligus negara dan oleh karena Rasul saw adalah pembawa
ajaran Islam, maka beliaupun adalah juga pendiri negara Islam (al-Daulah al-
Islamiyyah).”

Mengingat ajaran Tslam terbentuk dalam proses sepanjang hayat Rasul
saw, maka penggunaan konsep .“Islam” dalam penelitian ini tidak semata-mata
merujuk kepada arti Islam yang normatif dan menyeluruh sebagaimana
ditunjukkan oleh pengertian di atas, melainkan kepada nporma atau aturan
yang bersumber dari ajaran yang telah memperoleh pijakan empiriknya,
khususnya di tengah masyarakat Arab di Madinah di masa Rasul saw dan

keempat Khalifahnya. Dengan demikian, apabila penelitian ini menggunakan

¥ Muhammad “Imarah, Al-Islim wa al-Siyasah, al-Radd ‘ala Shubuhat al- ‘Almaniyyin
(Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nashr al-Islamiyyah, 1993), him. 7-11.
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istilah “peran Islam” atau “sumbangan Islam” maka akan diartikan sebagai
perwujudan ajaran yang secara nyata bekerja dan mempengaruhi proses
pembentukan negara. Dalam konteks ini, kutipan ayat atau Hadis akan
dilakukan sejauh fakta sosiologis memperlihatkan bahwa ajaran yang
terkandung dalam ayat atau Hadis itu bekerja dan mempengaruhi
kelangsungan proses. Demikianlah misalnya, apabila ajaran Islam tentang
kcwansan yang memberi hak kepada perempuan untuk menerima harta
warisan peninggalan ayahnya, memberikan andil dalam mengubah
pengorganisasian sosial dan kepemilikan, maka hal itn akan diulas.
. Negara

Konsep “negara” dalam penelitian ini diartikan sebagai sebentuk
pemerintahan di mana terdapat otoritas yang terpusat, perbedaan hierarkis di
antara individu masyarakat dalam hal akses kepada kekuasaan dan sumber-
sumber, yang dikukuhkan melalui pemaksaan yang terlembagakan dan
biasanya diikuti dengan melemahnya struktur kesukuan. Namun penggunaan
konsep ini akan dilakukan secara hati-hati, oleh karena dalam pembentukan
negara (state formation) sangat boleh jadi salah satu dari karakteristik tersebut
tidak terpenuhi, sehingga dalam penelitian ini “negara” tidak diartikan secara
statis dalam batas-batas karakteristik tadi, melainkan dipandang sebagai
sesuatu yang dinamis. Dalam hal ini, konsep tersebut akan bertautan dengan
konsep lain seperti “evolusi politik” (political evolution) yang diartikan

sebagai proses di mana masyarakat mengalami perubahan dalam strukturnya
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sepanjang waktu yang pada umumnya mengarah kepada kompleksitas yang

lebﬁh besar.”

Dalam konteks evolusi politik yang berjangka panjang, pembentukan
negara merupakan suatu fase perkembangan yang mengarah kepada
pembentukan peradaban (civilization) melalui apa yang dilukiskan oleh
Norbert Elias sebagai “civilizing process”” Dalam konsep “civilizing”
terkandung arti bahwa peradaban itu tidak pernah menemukan bentuknya yang
sempurna, sekaligus tidak memiliki awal yang tegas. Standard tentang
“perilaku beradab” hanya dapat dijamin dalam suatu kondisi atau keadaan
terténtu, seperti disiplin diri (self discipline) yang secara konsisten dilakukan
olehi individu; pemeliharaan standar kehidupan masyarakat oleh negara
ketersediaan barang dan jasa; serta adanya ketertiban dan kedamaian sosial.
Dengan kata lain, pembentukan dan kehadiran negara merupakan kondisi
yang diperlukan dalam sejarah manusia menuju pembentukan peradaban.
Proses-proses pembentukan peradaban ini berbeda dari satu komunitas

manusia ke komunitas lainnya, baik dalam bentuk, lingkup maupun skalanya.

3. Pembentukan Negara
Konsep teoretik tentang “pembentukan negara” memerlukan
penjelasan panjang, karena meskipun pembentukan negara merupakan salah
satu pencapaian sejarah manusia yang demikian jauh, menurut Carneiro™ tak

ada satupun teori hingga dewasa ini yang dapat memberi penjelasan secara

22 Gteve Chrisomalis, State Formation A Historical Sistem Approach (Hitp://phrontistery,
1997), him. 2.

2 Norbert Elias, “Processes of State Formation and Nation Building”, dalam
International Sociological Association, vol. 3 (Sofia, 1972), him. 274-284.

2 Robert L. Camneiro, “A Theory of the Origin of the State” dalam Science, new sefies,
vol. 169 (Aug, 1970), him.733.
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memuaskan tentang bagaimana suatu negara muncul. Para penulis klasik
seperti Aristoteles, bahkan tidak begitu akrab dengan bentuk-bentuk organisasi
polmk schingga cenderung berpendapat bahwa negara terbentuk secara
alamiah dan dengan begitu tidak memerlukan penjelasan. Teori-teori tentang
asal mula negara dimulai ketika orang-orang Eropa menyadari bahwa banyak
manusia di dunia yang hidup tidak di dalam suatu organisasi politik yang
bemama negara melainkan hanya di dalam lingkungan perkampungan,
kesukuan, atau pengorganisasian politik berkategori “chiefdom” sehingga
“negara” bukanlah gejala yang muncul secara alamiab, melainkan sesuatu

yang memerlukan penjelasan.

| Para teoritisi tentang pembentukan negara secara umum  terbagi
menjadi dua mazhab, yaitu: a) Teori-teori yang lebih menekankan pada
konflik sosial dan peran koersif negara dalam melegitimasikan dirinya, dan b)
Teori-teori yang menekankan pada integrasi atau kontrak sosial dan
kemampuan negara untuk mengintegrasikan dan sekaligns mendistribusikan
berbagai kepentingan. Mazhab pertama secara umum dianut oleh para teoritisi
berlatar Marxis atan materialis, sementara mazhab kedua dianut oleh para
teoritisi yang lebih cenderung fungsionalis. Keduanya mengembangkan
berbagai model (teoritis) pembentukan negara dengan mengadopsi pendekatan
lain, utamanya pendekatan evolusi sosial, serta pendekatan linier dan
sistemik.” Guna ilustrasi lebih lanjut, di bawah ini disajikan tiga model, yaitu
model yang mewakili teori integrasi sosial, model yang mewakili teori konflik

sosial dengan pendekatan linier, serta model konflik sosial dengan pendekatan

% Disarikan dari Steve Christomalis, “State Formation”, him. 1-23. Lihat juga: Mathieu
Deflem, “Warfare, Political Leadership, and State Formation: The Case of Zulu Kingdom™ dalam
Erhnology, 38 (1999), him. 371-391.
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sistemik: (1) Model Perang (karena) Keterbatasan (Circumscription- Warfare
Mojdel) yang digunakan oleh Robert L. Carneiro; (2) Model Kepemimpinan
Yang Terlembagakan (Institutionalized Leadership Model) dari Elman R.
Service; dan (3) Model Pengulangan (lteration Model) yang digunakan oleh
Chase-Dunn dan Hall.

Menurut Carneiro, perang merupakan mekanisme utama yang
menggerakkan proses pembentukan negara. Tetapi, perang sangat bergantung
setidaknya kepada tiga kondisi sosio-ekologis. Pertama, sempitnya lahan
pertanian yang terkungkung dalam suatu lingkup geografis (dibatasi gunung,
laut atan padang pasir) mendorong timbulnya peperangan untuk menguasai
sumber-sumber pertanian. Maka perkampungan subur diserang dan direbut
oleh tetangganya yang lebih kuat dan dominan. Pahlawan perangpun muncul
menguasai pusat perpolitikan, menegakkan hukum, mengumpulkan pajak dan
seterusnya. Kondisi ini disebut “environmental circumscription”. Kedua,
pemusatan sumber-sumber (resource concentration), yaitu kondisi di mana
lahan subur yang dapat digarap sepanjang tahun menumpuk di suatu wilayah,
seperti bibir sungai. Hal ini mendorong peperangan, terutama dilakukan oleh
grup yang berada di tanah yang kurang subur. Ketika persediaan makanan
mereka tipis sementara tanah tidak bisa digarap lagi, terjadi peperangan
memperebutkan pusat sumber-sumber dan dari sinilah muncul kekuasaan
politik yang mempersatukan dan melalui proses penaklukan politik,
terbentuklah negara. Kefiga, tekanan jumlah penduduk dan “keterbatasan
sosial” (social circumscription) di pusat-pusat permukiman mendorong
penguasaan wilayah-wilayah tetangga yang lebih jarang menduduknya,
sehingga kekuasaan politik pusat melebar dan membesar.
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Elman R. Service meletakkan pembentukan negara pada proses
institusionalisasi kepemimpinan pusat. Kepemimpinan merujuk kepada
ke@mpum relatif seseorang atau suatu grup untuk memerintahkan kepatuhan
atau menundukkan perlawanan. Agar suatu komunitas/grup menjadi sebuah
negara, maka organisasi politiknya harus berkembang sedemikian rupa
sehingga kekuasaan kepemimpinannya tidak hanya didasarkan atas otoritas
berbasis hubungan hierarkhis melainkan juga sistem hukum yang
méngesahkan monopoli kekuatan fisik (monopoly of force). Proses
institusionalisasi itu berkembang dari kepemimpinan masyarakat egaliter
(band atau tribe) yang tidak mengenal hierarki kecuali pemimpin puncak, ke
arah bentuk chiefdom yang telah mengenal hierarki kepemimpinan yang
fungsional bagi pembagian kerja, barang dan jasa. Bentuk negara tercapai
ketika differensiasi kerja semakin banyak, semakin jelas dan terikat secara
teﬁtorial, serta ketika kekuatan fisik hanya dimonopoli negara, baik untuk
keperluan internal (seperti sistem peradilan) maupun eksternal (tentara
permanen). Fred Halliday”® menyebut proses ini dengan pembentukan

“primary state” (negara awal), dengan skema sebagai berikut:

- % Fred Halliday, “The Origins of States”, dalam Formulation (Free Nation Foundation,
Autumm, 2000), dikutip dari: Atp/:libertariannation.org/, him. 8.
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Sédangkan skema menyangkut “Iteration Model” tergambar sebagai
berikut:
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Keterangan:

+ = Pengaruh Positif.

== = Pengaruh Negatif.

—— = Jalur pintas ke arah Pembentukan negara (Hierarchy
Formation).

Intensification = Peningkatan kebutuhan akan tanah, air, energi,

‘ mineral, dan lain-lain.

Population Pressure = Peningkatan  biaya (waktu dan tenaga) untuk
menghasilkan kebutuhan akan barang dan bahan
baku.

Circumscription = Keterbatasan (sosial atau geografis merujuk model

3 Carneiro).
Technological Change = Termasuk teknologi produksi dan teknologi perang.
Iteration = Balikan positif memunculkan pengulangan proses

yang sama secara terus menerus menuju skala yang
lebih luas.

Di antara penulis klasik kaum muslimin, mungkin hanya Ibnu Khaldun
yang sedikit memberikan penjelasan secara garis besar bagaimana sebuah negara
(dauldh) terbentuk. Tbou Khaldun” berpandangan bahwa landasan utama
pembentukan scbuah negara adalah “‘asabiyyah” atau tribalisme, yaitu hubungan
pertalian darah dalam suku atau subsuku, atau yang bermakna sejenis itu seperti
sahabat yang memperoleh perlindungan atan orang-orang yang terikat perjanjian.
Tujuan akhir tribalisme tiada lain adalah superioritas kekuasaan (al-taghallub al-
mulky). Karena tabiatnya seperti itu, maka ketika tribalisme telah kuat pada suatu
batas 'suku atan subsuku tertentu, ia cenderung menggunakan superioritas
kekuajsaan tersebut terhadap wilayah ‘asabiyyah yang lain, demikian seterusnya,
sehmgga otoritasnya mencapai derajat sebuah negara (daulah). Khusus untuk
orang Arab, Tbnu Khaldun berpendapat, ‘asabiyyah mereka tak akan mampu

sampai pada derajat seperti itu kecuali dengan simbol agama. Barulah, ketika

- 7 Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Maghribi, Al-'fbar wa Diwan al-
Mubtada wa al-Khabar fi Ayyam al-‘Arab wa al’Ajam wa al-Barbar wa man ‘Asarahum min
Dzawi al-Sultan al-Akbar (Riyadh dan Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.), him. 72-73, 148,
dan 153.
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kekuasaan sebuah negara sudah mapan, kekuatan ’asabiyyah tersebut dapat
diMﬁmnkm menjadi kekuatan militer (tentara), sehingga negara dapat
mengandalkannya, sekaligus meninggalkan ‘asabiyyah. Pada tahap seperti itu,
kekuasaan selain ditopang oleh tentara, juga oleh harta dan pajak sebagai
penopaneg kehidupan tentara dan kebutuhan-kebutuban mereka. Tbnu Khaldun juga
mengupas persoalan peradaban (‘umran) yang terkait dengan organisasi sosial (al-
ijtima’ al-basyar) dan yang terkait pula dengan suatu kepemimpinan yang
membuat aturan berlandaskan agama maupun pikiran rasional. Namun demikian,
tidak begitu jelas apa saja batas-batas peradaban itu (misalnya organisasi
masyarakat yang sederhana atau yang kompleks) bagi Ibnu Khaldun dan apa saja
keterkaitan antara peradaban dengan pembentukan negara. Sama tidak jelasnya
adalah pandangan Ibnu Khaldun tentang konseptualisasi negara itu sendir,
seolah-olah apa yang disebut dawlah atau 'imarah itu sesuatu yang given yang
tidak memeriukan penjelasan lagi.

" Menurut Ibnu Khaldun, setiap negara memiliki umur tertentu seperti
manusia. Suatu negara yang pada awalnya berkembang besar dan kuat, bisa
menurun dan mengalami pemekaran melalui dua cara. Pertama, para guberur
yang berkuasa di daerah-daerah yang jauh dari kontrol dan pengaruh pusat,
meneguhkan kekuasaan mereka secara bertahap hingga menjadi negara sendiri.
Merecka mewarisi kekuasaan itu karena posisi mereka sebagai anak-anak atau
omngjkepercayaan dari pemimpin negara. Cara ini bersifat damai karena di antara
mercka tidak ada yang berusaha mencaplok negara-negara pecahan itu. Cara

kedua adalab melalui pemberontakan massal dalam negeri yang disokong oleh
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bangsa atau suku-suku tetangga, atau pemberontakan dalam negeri oleh suku yang
memiliki ’asabiyyah dan piranti kekerasan (shaukah) yang kuat.

‘Pada teori-teori yang bersifat koersif maupun voluntaristik (kontrak
sosial); pengaruh agama terhadap pembentukan negara tidak tampak. Sedangkan
pada tulisan Ibnu Khaldun, pengaruh itu tampak tetapi tidak ditempatkan pada
bangunan teoritik yang utuh. Oleh sebab itu, diperlukan bangunan teoretik
alwmﬁf yang memungkinkan pemahaman lebih komprehensif mengenai
summbangan Islam dalam pembentukan negara. Kerangka teoretik yang akan
digunakan untuk tujuan ini adalah model yang disebut dengan “civilizing
process”, yang dikembangkan oleh Norbert Elias. Model ini pada dasamya
mengandung unsur evolusioner tetapi tidak selalu bermakna linier, tidak juga
selalu sistemik. Model ini menyediakan peluang menempatkan pengaruh perang
dan damai dalam proses pembentukan negara. Walaupun model teoretik ini tidak
secarajeksplisit mengaitkan persoalan agama dengan pembentukan negara, model
tersebﬁt berpeluang menjelaskan motif-motif keagamaan dalam pembentukan
negara. Kekurangan yang terdapat dalam model yang dikembangkan Elias, akan
diatasi dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari model-model yang telah
diulas di muka.

Menurut Elias,® pembentukan negara harus dipahami dalam konteks
perjalanan sebuah masyarakat menempuh proses berperadaban (civilizing
process). Pemahaman tersebut bertolak dani gagasan bahwa perubahan dan

perkembangan struktur masyarakat berhubungan erat dengan perubahan Aabitus

- 2 Stephen Mennell, “Asia and Europe: Civilising Processes Compared”, Working Paper,
No. 4/92 (Melboumne: Department of Anthropology and Sociology, Monash University, 1992),
him. 1-3.
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(karakter sosial dan individual) manusianya. Ketika struktur suatu masyarakat
berubah ke arah yang lebih kompleks, maka baik kebiasaan, laku lampah maupun
budayé masyarakat tersebut dan juga tiap-tiap anggotanya turut berubah menuju
suatu arah yang wujudnya dapat disaksikan di antara kaum elite dan secara
benahap di tengah masyarakat luas.

'Demikianlah misalnya, kedamaian internal suatu wilayah mendorong
perdagangan yang memudahkan pertumbuhan kota-kota; menciptakan pembagian
kerja @wisim of labor); memungkinkan penarikan pajak dan penggunaan uang
sebagai alat tukar, mendukung pertumbuhan organisasi administrasi, aparatur
birokrisi dan militer, serta merangsang pertumbuhan penduduk yang pada
@Mﬁ mendorong kedamaian internal pada wilayah yang lebih luas dan
setemsfnya sehingga menjadi proses kumulatif yang secara saling melengkapi
dialami oleh orang-orang yang berada di wilayah itu. Di dalam proses kumulatif
yang saling tali temali itulah pembentukan negara berlangsung, sekaligus
menyerap individu-individu ke dalam jejaring interdependensi yang semakin lama
semakin meningkat kompleksitasnya.

'Selanjutnya, bersamaan dengan perubahan struktural sebagaimana
dijelaskan di muka, standar-standar kebiasaan penguasaan diri (self constraint)
yang melekat pada tiap-tiap individu anggota masyarakat, secara gradual terus
meningkat pula dan pada akhimya memberi sumbangan bagi pembentukan suatu
pengaturan eksternal yang lebih efektif dan dapat diperkirakan. Pengaturan-
pengaturan yang bersifat ekstemal (external constraints) ini dapat terbentuk
mudah karena ditransformasikan menjadi pengaturan ke dalam diri setiap individu

(internal/self constraints).
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Proses pembentukan negara seperti diuraikan di atas merupakan bentuk
konkrit tendensi kekuatan-kekuatan sentripetal yang mengarah pada penguatan
pemeri;mah pusat. Namun demikian, proses pembentukan negara juga seringkali
menjumpai tendensi sentrifugal, ketika para pemegang kekuasaan pada level lebih
rendah seperti para pangeran (prince/lord), gubernur dan komandan perang
(warrior/knight), atau bahkan kaum borjuasi (burghers) saling berkompetisi
menggerogoti kekuasaan pusat dan bila mungkin melepaskan diri dani pengaruh
pusat di daerah yang dikuasainya sendiri atau yang berada di dalam wilayah
pengaruhnya. ®  Apabila hal yang terakhir ini berlangsung, maka tendensi
sentripetal kembali bekerja sebagai bagian dari proses pembentukan negara-
negara baru.

'Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Elias tidak menganalisis proses
pembepmkan negara secara terpisah dari proses-proses lainnya di tengah
masyaﬁkat dan oleh sebab itu, penting untuk terlebih dahulu dijelaskan sejumlah
konsep yang digunakan Elias dalam kerangka pendekatan “sosiologi figurasional”
(figurational sociology), atau “sosiologi prosesual” (processual sociology). Ada
lima prinsip konseptual yang saling berhubungan dalam kerangka sosiologi
figurasional ini.*® Pertama, walaupun anggota masyarakat terdiri dari manusia
yang saling terlibat dalam tindakan vang disengaja, keluaran (outcome) dari
kombinasi tindakan-tindakan itu cenderung di luar rencana dan kesengajaan. Apa |

yang disebut dengan “masyarakat” mencakup keterjalinan yang terbangun dani

» Norbert Elias, The Civilizing Process: Power and Civility, vol 11, trans. Edmund
Jepheott (New York: Pantheon Books, 1982), him_ 15-30 dan 131-148.
3 Robert van Krieken, “Norbert Elias” dalam Anthony Elliot and Larry Ray (eds.), Key
Contemporary Social Theorists (Oxford: Blackwell, 1990).



40

|
|
i
f

berbagai tindakan yang berbeda-beda dari sekian banyak manusia (human agent)
yang membawa tujuan masing-masing dan menghasilkan bentuk-bentuk sosial
seperti “kekristenan”, “kapitalisme”, “modemitas” dan bentuk-bentuk budaya atau
identitas kelompok lainnya. Kedua, individu-individu manusia hanya dapat
dipahami dalam interdependensi mereka satu dengan lainnya sebagai bagian dan
jejaring hubungan-hubungan sosial (networks of social relations) yang biasa
disebut Elias dengan “figuration”. Dengan kata lain, apa yang disebut dengan
“masyarakat”, atau bahkan “negara” sesungguhnya adalah bentuk sosial sebagai
perwujudan “figuration” dan interdependensi antar manusia tersebut senantiasa
dibangun di sekitar dinamika kerja kekuasaan (power). Di sini individu tidak
dipandang sebagai identitas yang otonom, melainkan individu hanya ada di dalam
dan melalui hubungan dengan individu lain, mengembangkan habitus yang
terbangun secara sosial (socially constructed). Habitus sendiri adalah struktur
kepribadian bersifat psikis yang membentuk landasan kolektif bagi perilaku
individu manusia. Ketiga, kehidupan sosial manusia harus dipahami dalam arti
hubungan-hubungan (relations) daripada dipahami dalam arti “keadaan” (states)
atau “sesuatu” (things). Sebagai comtoh, Elias tidak menjelaskan kekuasaan
sebagai “sesuatu” yang diperoleh individu atau kelompok, melainkan lebih
condong menjelaskannya sebagai “relasi kekuasaan” dengan segala perubahan
keseimbangan atau rasio kekuasaan yang selalu berubah di antara individu atau
unit sosial. Keempat, masyarakat manusia hanya dapat dipahami mencakup
proses-proses perkembangan dan perubahan jangka panjang daripada dipahami
sebagai keadaan atau kondisi yang melampaui waktu (fimeless). Dalam konteks

masyarakat, Elias lebih condong menggunakan peristilahan dalam karakternya
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yang prosesual, seperti ketika berbicara tentang rationality atan market, ia lebih
condong menggunakan istilah rationalization atau marketization. Kelima,
pemikiran sosiologis selalu bergerak di antara suatu posisi keterlibatan sosial dan
emosional (social/emotional involvement) dengan posisi ambil jarak (detachment)
dalam topik studi tertentu. Kelima prinsip di atas mungkin bukan hal yang khusus
dimiliki Elias, namun hal baru yang dikembangkannya ialah sintesis di antara
kelimanya dalamm memahami dan menggunakan teori sosial.

: Sintesis sebagaimana dilakukan Elias tentu sulit digambarkan dalam
skema sederhana seperti terdapat pada model lain. Namun guna memahami
sintesis seperti itu skema yang digunakan Latour mungkin membantu. Menurut
Latour, pada tataran praktis kita sebenarnya telah mencampurbaurkan politik,
budaya, ilmu pengetahuan, manusia, benda, agama, ekonomi dan sebagainya,
namun kita tetap mengkonseptualisasi semua itu sebagat entitas yang berbeda-
beda. Secara khusus kita misalnya membedakan sains dan pengetahuan alam dari
politik, masyarakat dan dunia kehidupan manusia. Praktek yang pertama disebut
Latougj dengan “kerja translasi” atau “mediasi”, suatu kreasi menyampur dan
membuat jaringan serta kolektifitas. Sedangkan praktek kedua disebut dengan
“kerja purifikasi” yakni membangun dan memelihara dikhotomi antara manusia
dan kebudayaannya dengan non manusia dan alam. Kedua praktik itu saling
bergantung: tanpa kerja translasi dan hibridifikasi, kerja purifikasi tak akan
bermakna. Sebaliknya tanpa purifikasi, kerja translasi akan lamban atau bahkan

tidak berjalan sama sekali. Skema yang dibuat Latour adalah sebagai berikut:
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Secara diagramatis, relasi kerja translasi dan kerja purifikasi dalam
konteks dualisme antara alam dengan masyarakat/manusia dan hibridifikasinya
adalah sebagaimana tampak pada gambar kiri Sedangkan gambar kanan
merupakan penerapan bagi berbagai dualisme yang dikenal dalam sosiologi,
seperti antara individual/agency dengan masyarakat/structure’’ Dalam konteks
sosiologi prosessual, hibridifikasi dapat berupa figuration, habitus atau bentuk-
bentuk sybrids/networks lainnya.

Teori “Civilizing Process” mengandung makna bahwa dalam proses
berperadaban tersebut, yang terjadi tidak selalu civilizing melainkan bisa pula
sebaliknya, yaitu decivilizing, atau bisa pula dua hal itu silih berganti dalam

perkembangan suatu masyarakat. Dalam memahami perkembangan tersebut,

i Diadaptasi dari Robert Van Krieken, “Beyond the Problem of Order: Elias, Habit and
Modem Sociology or Hobbes was Right”, Paper disampaikan pada Konperensi Australian
Sociological Association (Hobart: 4-7 Desember 1996), him. 7-8.
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diperlukan penelusuran mendalam melalui keterkaitan dua poros jaringan, yaitu
ketedcjaitan antara  sosiogenesis  (sociogenetic) dengan  psikogenesis
(p‘syc};logenetic).32 Poros pertama menjelaskan perkembangan jaringan struktur
sosial, termasuk di dalamnya pembagian fungsi-fungsi sosial dan pembentukan
negary, sementara poros kedua menjelaskan “rute berperadaban” tingkah laku dan
pmb@m habitus (struktur kepribadian individu).

Menurut pandangan Elias, dalam hal proses pembentukan negara, jaringan
stmkmr sosial yang tumbuh dan berkembang ditandai secara kuat oleh lahirnya
mekanisme monopoli kekerasan (monopoly of violence) dan monopoli perpajakan
(monapoly of taxation). Pandangan ini harus dipahami sebagai salah satu wujud
pengahxh pandangan Max Weber tentang “negara” yang didefinisikan dengan
“organisasi yang berhasil mengelola pendakuan (claim) superioritas kekuasaan
terhadiﬁp wilayah teritorial tertentu melalui perintah penggunaan kekerasan yang
sah dan monopolistik”. Hanya saja, Elias lebih memusatkan perhatian pada proses
di mana monopoli alat-alat kekerasan (dan perpajakan) dibaﬁgun dan

 Atti kata “civilization” sendiri sebagaimana digunakan Elias bersumber
dadpémahamankhaslemantcrhadapkamiugyangberbedadenganpemahaman
Ptancis, Inggeris dan bangsa Eropa lain. Dalam tradisi Prancis atau Inggeris,
civilizz;ztion merujuk kepada fakta-fakta pencapaian (accomplishment) politik,
ekonomi, teknologi, sosial, moral dan keagamaan yang dalam padanan Jermannya
lebih dlwaklh oleh kata kultiviert (cultivated). Sedangkan kata zivilisation dalam

bahasa Jerman dimaknai sebagai “kesopanan dan keadaban sosial” yang tampak

' Mengenai kedua istilah tersebut, lihat: Stephen Mennell: “Asia and Europe™, him. 7.



di permukaan, ditampilkan dan dimiliki seseorang atau kelompok orang tanpa
harus dlsemu accomplishment seperti apabila orang mgm menguasai teknologi.”
Namun untuk keperluan studi ini, perbedaan pemahaman di atas tidak selalu bisa
secara rigid diterapkan dalam memahami proses-proses pembentukan negara dan
sumbangan Islam di dalamnya. Perbedaan kedua arti kata di atas penting
dikemukakan untuk memungkinkan fleksibilitas rujukan teoritis, sepanjang masih

sejalan dengan prinsip-prinsip sosiologi figurasional.

G. Metodologi

Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan dan dalam pelaksanaannya
akan menggunakan pendekatan kualitatif Sebagaimana tergambar dalam
kerangka teori, pendekatan historis dipinjam untuk diterapkan dalam memahami
gejala-gejala sejarah masa lalu. Sedangkan untuk memahami tahap-tahap
pembentukan negara, digunakan pendekatan antropologis. Namun karena kedua
pendekatan ini cenderung bersifat statis, dalam arti tidak menyediakan perangkat
teoretis yang memungkinkan pemahaman yang berkesinambungan, akan dipinjam
pendekatan lain, yaitu pendekatan sosiologi prosesual atau figurational sociology
sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam pengumpulan data, studi dokumenter akan menjadi acuan utama.
Model pencatatan dengan menggunakan berbagai kartu, seperti kartu ikhtisar,
kartu kutipan atau kartu ulasan, akan diterapkan. Data yang terkumpul akan

dianalisa berdasarkan jenisnya dan kebutuhan penyajiannya. Hubungan yang

3 Norbert Elias, The Civilizing Process: The History of Manners, vol. 1, trans. Edmund
Jephcott (Oxford: Basil Blackwell, 1978), him. 4-5.
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terjalin di antara data-data yang ada dideskripsikan secara analitik dan data-data
yang memerlukan penjelasan akan disajikan secara interpretatif.

Lingkup studi ini dibatasi hanya pada proses-proses politik dan kekuasaan
kaum muslimin pada periode Rasulullah saw dan keempat sahabatnya yang utama
yang lazim disebut al-Khulafd® al-Rasidun Beberapa alasan pembatasan pada
periode ini dapat dikemukakan di sini. Alasan pertama, kedudukan Madinah
sebagai pusat kekuasaan politik kaum muslimin berlangsung pada periode ini
hingga pada masa Ali bin Abi Thalib memindahkan kedudukan politiknya ke kota
Kufah pada tabun 36 H terutama sebagai upaya meredam pengaruh politik
Mu’awiyah, gubernur Syria yang menjadi pendukung utama Utsman bin Affan
yang posisinya digantikan Ali Alasan kedua, periodé ini merupakan periode
krusial yang menyediakan rujukan paling sahih bagi mereka yang memahami
konsep negara Islam dengan pendekatan ideologis. Alasan ketiga, proses-proses
politik dan kekuasaan pada periode ini di Madinah memperlihatkan corak yang
berbeda dengan proses-proses politik dan keknasaan yang lazim terjadi pada masa
itu di tempat lain yang berkecenderungan monarkis dengan kekuasaan mutlak.
Alasan terakhir, corak proses politik dan kekuasaan kaum muslimin sesudah
periode Madinah bergerak ke arah yang sama seperti lazimnya terjadi di tempat
lain di masa itn, yakni monarki dengan kekuasaan mutlak. Pergerakan proses
politik ke arah monarki ini sangat mungkin menimbulkan persepsi seolah-olah
proses tersebut terpisah dan sudah scharusnya dibedakan dari proses politik

sebelumnya.
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H. Sistematika Pembahasan

' Sistematika pembahasan dan penulisan laporan hasil penelitian ini dibuat
dengan memperhatikan keterkaitan organik di antara bagian-bagiannya, schingga
susunan penulisan bab demi bab laporan ini sebagaimana tampak pada daftar isi.
Bab pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang mengapa
penelitian tentang sumbangan Islam dalam proses pembentukan negara di masa
Rasul saw dan keempat Khalifahnya penting dilakukan; apa saja masalah-masalah
peneliﬁian yang harus dicarikan jawabannyé; apa manfaat penelitian ini bagi
pengembangan keilmuan; bagaimana penelitian ini diposisikan di tengah karya-
karya yang telah ada sebelumnya; serta bagaimana penelitian ini dilakukan secara
teoreti'?s dan metodologis.

Selanjutnya bab kedua menguraikan tentang teori-teori pembentukan
negara baik yang mengandung perspektif statis jangka pendek maupun perspektif
dinami;s Jangka panjang, guna menyediakan landasan teoritis bagi analisa tentang
kecenderungan  disproporsionalitas penempatan agama dalam konteks
pembentukan negara sebagaimana diuraikan pada bab berikutnya.

| Bab ketiga berisi pemetaan pemikiran teoretik para sarjana muslim tentang
negara Islam. Pemetaan tersebut penting dilakukan pada bab ini guna memahami
pergulatan pemikiran yang menjadi titik pangkal munculnya gagasan penelitian
dan bf:tapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Melalui pemetaan tersebut,
sejumiah pemikiran teoretis tentang negara Islam dikenali secara refatif mendalam
guna menemukan dan menunjukkan akar-akar disproporsionalitas pada
pemikiran-pemikiran teoritis tersebut, sekaligus memperoleh pijakan analitik bagi

pembahasan selanjutnya.



Teori-teori pembentukan negara yang mengandung perspektif dinamis
jangka panjang sebagaimana dijelaskan pada bab kedua, kemudian dijadikan
acuan guna menunjukkan cara pandang dan pemahaman yang lebih proporsional '
mengenai posisi dan sumbangan Islam dalam proses pembentukan negara di masa
Rasulullah saw dan keempat Khalifahnya. Untuk maksud itu, uraian pada bab
keempat difokuskan pada fakta-fakta empiris historis mengenai kehidupan
masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, baik dari segi bahasa, agama, adat
isﬁa&g ilmu dan seni, maupun kehidupan sosial ekonomi mereka. Pemaparan
tentang fakta-fakta empiris historis ini dilanjutkan pada bab kelima dengan
mengupas proses pembentukan negara dan tahapan yang telah dicapai oleh proses
tersebut di masa Rasulullah saw dan empat Khalifah penggantinya. Guna
mengenali tahapan secara spesifik, digunakan pendekatan antropologis yang
teorinya disinggung secara singkat pada bab pendahuluan dan secara panjang
lebar pada bab kedua.

‘ Penafsiran yang lebih proporsional atas fakta-fakta empiris historis yang
terkandung pada bab keempat dan kelima, dipaparkan pada bab keenam dengan
fokus pada sumbangan Islam yang proporsional bagi proses bernegara masyarakat
Arab, dilanjutkan dengan bab ketujuh sebagai penutup yang memuat tiga bagian.
Bagian pertama memuat diskusi tentang implikasi teoretik dari keterkaitan Islam
dengan pembentukan negara yang perlu pemikiran lebih mendalam dari kaum
muslimin. Bagian kedua adalah kesimpulan, memaparkan jawaban atas masalah
penelitian sebagaimana terurai pada bab pendahuluan, sedangkan bagian terakhir
saran, memuat langkah tindak lanjut bagi pengembangan pemikiran di masa depan

oleh lembaga-lembaga keilmuan.






BAB VII

PENUTUP

A. Implikasi Teoritik Keterkaitan Islam dengan Pembentukan Negara

- Uraian pada bab-bab terdahulu menjelaskan bagaimana kehadiran Islam di
Semenanjung Arabia bagian tlengah telah membawa berbagai perubahan yang
mengarah pada proses pembentukan negara di kalangan masyarakat Arab muslim
di wilﬁyah itu. Intisari berbagai perubahan tersebut akan diuraikan di bawah ini
agar dapat dijadikan acuan untuk mengenali keterkaitannya dengan Islam dan
posisi agama ini di dalam perubahan tersebut:

‘Pertama, perubahan terjadi dari kehidupan bercorak kabilah menuju
kehidupan bercorak Ummah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab
khusugnya di bagian tengah Semenanjung Arabia, berada dalam keadaan tidak
bernegara (stateless). Mereka hidup berkelompok berdasarkan ikatan dan
fanatisme kekabilahan yang sangat bebas merdeka antara satu kabilah dengan
yang lain dan selalu menegaskan kemerdekaan mereka itu dengan berbagai cara
schingga sangat rentan terhadap pertikaian atau bahkan perang antar kabilah.
Demikian kuatnya independensi dan fanatisme itu sehingga kabilah besar Quraisy
yang mendominasi kota Makkah sebagai kota utama di wilayah itu, harus
mengendalikan kota tersebut secara kolektif melalui pembagian peran-peran di
antara cabang-cabang kabilah Qumaisy yang saling bermusuhan dan kadangkala
saling %berperang, melalui mekanisme musyawarah di Dar al-Nadwah. Dalam

konteks kehidupan orang Arab yang lebih luas, kelangsungan hidup mereka
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sendiri di tengah kebebasan seperti itu dibangun melalvi penghormatan dan
kepatﬁhan bersama kepada agama (penyembahan berhala) beserta seluruh ritusnya
dan kepada adat istiadat, tanpa ada satupun kabilah yang benar-benar dominan.
Kehidupan masyarakat Arab tersebut mengalami perubahan fundamental
ketika Islam mulai didakwahkan oleh Rasululiah saw. Seruan Muhammad saw
kepada penduduk Makkah untuk hanya menyembah Allah Tuhan Yang Esa,
mengakui Muhammad saw sebagai Rasul-Nya dan berakhlak mulia, telah
menumbuhkan suatu figurasi baru dalam wujud dakwah Islamiyah, yang saling
berinteraksi dengan figurasi lama dalam wujud kebiasaan beragama melalui
penyembahan berhala. Ketika figurasi lama ini temyata berkaitan sangat erat dan
bahkan merupakan landasan figurasi lama lainnya dalam wujud kehidupan
perekonomian warga Makkah, maka interaksi antar figurasi berkembang secara
dinamjs bahkan komplikatif. Di sana berlangsung kekerasan, penyiksaan fisik,
pengash:gah diri, bahkan boikot ekonomi terhadap Muhammad saw dan kabilah
pendukungnya. Figurasi lama dalam wujud solidaritas kekabilahan yang secara
substahsid tidak bisa diterima dalam konteks figurasi Islam, pada kenyataannya
justeru turwt andil dalam menyelamatkan Muhammad saw dan dakwah
Islamiyahnya baik pada masa-masa permulaan, maupun pada masa selanjutnya.
Komplikasi semacam itu dan berbagai komplikasi lainnya di dalam
interaksi antar figurasi yang sejak awal ditimbulkan oleh munculnya figurasi
Islam, semakin lama semakin rumit sehingga mendorong adanya proses-proses
yang mengarah pada pembentukan suatu tata masyarakat baru yang disebut
Ummak di Madinah. Tujuan pembentukannya sebagaimana tertuang dalam

Sahifah, sekurang-kurangnya mencakup lima hal, yaitn sebagai sarana untuk
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mengajak masyarakat Arab memeluk Islam, menjamin keamanan melaksanakan
ajaran Islam bagi pemeluknya, menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk
agama lain yang tidak bersedia menerima Islam, menerapkan akhlak mulia dan
menumbuhkan persaudaraan antar anggota masyarakat Madinah. Dalam mencapai
lima tujuan itu, tradisi kekabilahan dan adat istiadat Arab yang sejalan dengan
ajaran; Islam tetap dihormati dan dijadikan sebagai sumber penetapan Sahifah.

Kedua, perubahan terjadi dari Ummah menuju Chiefdom. Ummah sebagai
figurasi baru yang dibangun Rasulullah di Madinah itu pada dasamya lebih
merupakan unit perikatan kemasyarakatan bercorak religius daripada sebuah
kesatuan kekuasaan yang otoritatif. Akan tetapi keterlibatannya dalam interaksi
yang terus menerus dan dinamis dengan figuras-figurasi lain, lama maupun baru,
telah  mengubah watak dasar Ummah, sehingga selain sebagai unit
kemasyarakatan bercorak religius, juga berkembang menjadi sebentuk pranata
kekuasaan terpusat yang dalam tulisan ini disebut “Chiefdom Madinah”. Dengan
kata lain, Ummah dalam perwujudannya sebagai Chiefdom lebih merupakan
anugerﬁh (blessing) dari upaya-upaya dakwah Islamiyah yang dilakukan
Rasulullah saw dan di dalam proses-proses perubahan watak dasar Ummah itu,
perpaduan antara Islam dengan tradisi Arab terus berlangsung.

Ketika Ummah muncul segera setelah Rasulullah saw sampai di Madinah,
figurasi yang baru terbangun itu terus menunjukkan dinamikanya, baik secara
internal maupun eksternal. Dinamika internal dapat dideteksi sekurang-kurangnya
pada lima persoalan. Pertama, tidak selalu mudah bagi seseorang untuk
malginimnaﬁsasi suatu figurasi baru dalam wujud kepemelukan agama Islam,

dengan mengorbankan figurasi lama yang lazim disebut dengan praktik
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keagamaan Jahiliyah. Oleh sebab itu tampak bahwa Islam sendiri sebagai
landasan pembentukan Ummah tidaklah seluruhnya baru, melainkan mengadopsi
pula berbagai elemen figurasi kejahiliyahan, sehingga membantu lebih
memudahkan proses internalisasinya oleh mereka yang telah menyatakan
memeluk Islam. Pengabsahan terhadap elemen-elemen figurasi baru maupun
figurasi lama yang dipandang cocok, berlangsung melalui wahyu yang turun
seiring dengan datangnya kebutuhan untuk itn. Dengan proses-proses seperti
inilah, internalisasi Islam ke dalam dini individu pemeluknya telah melahirkan
habitus baru di tengah masyarakat.

- Persoalan internal kedua menyangkut bimbingan dalam menjalani
kehidupan sehari-hari bagi mereka yang telah mengubah keyakinan dari
penyembahan berhala menjadi menyembah Allah, mencakup penataan hubungan
kekeluargaan dan kekerabatan yang harus berubah sebagaimana dituntut Islam. Di
sinipun, elemen-elemen figurasi baru diperkenalkan dan elemen-elemen figurasi
lama yang dipandang cocok, tetap dipertahankan guna mengatur pranata siklus
hidup mulai dari kelahiran, perkawinan, kematian hingga kewarisan. Dengan
pengaturan seperti ini, Ummah sebagai unit perikatan kemasyarakatan yang
bercorak religius maupun sebagai “chiefdom”, mendapat landasan yang lebih
kokoh. |

Persoalan internal ketiga menyangkut hubungan sosial antara kaum
muslimin pendatang dengan penduduk Madinah, baik muslim maupun non
muslim. Hubungan ini memeriukan pengaturan secara baru berdasarkan
kebutuhan mengembangkan dakwah Islamiyah, dengan tetap mempertimbangkan

elemen lama yang masih hidup sebagai tradisi masyarakat Madinah. Di satu sisi,
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penekanan pada tanggung jawab indivfdu yang lebih besar daripada tanggung
jawab kolektif kekabilahan mulai diinternalisasikan kepada setiap warga Ummah.
Tetapi di sisi lain, ikatan-ikatan sosial berasas kekabilahan tetap dimanfaatkan,
baik untuk menciptakan ketertiban sosial (social order) agar Ummah tetap tegak
sebagai sebuah kesatuan sosial, maupun untuk mobilisasi massa, khususnya
pembéntukan milisi bersenjata.

Persoalan internal selanjutnya terkait dengan kehidupan ekonomi warga
Ummah yang mengalami gangguan serius sebagai dampak dari proses-proses
interaksi dinamis antara figurasi keislaman dengan figurasi kejahiliyahan.
Kerusakan moda ekonomi perdagangan yang menjadi moda ekonomi utama
masyarakat Arab, khususnya yang dialami warga Madinah yang dibawa serta oleh
konflik antara mereka dengan warga Makkah; kondisi ekonomi kaum Quraisy
Muhsajirin yang kehilangan pekerjaan dan banyak harta benda; keterbatasan
potensi ekonomi kaum Anshar; serta pengabsahan elemen figurasi lama masa
Jahiliyah yang menjadikan perang sebagai sumber pendapatan ekonomi; menjadi
faktor-faktor penting yang mendorong tumbuhnya moda ekonomi ghanimah
(rampasan perang), suatu moda ekonomi yang tidak asing lagi bagi masyarakat
Arab pada umumnya.

Persoalan internal terakhir berkenaan dengan penjaminan rasa aman warga
Ummah dan pemeliharaan keamanan Madinah sebagai wilayah permukiman
mereka. Persoalan ini diatur melalui butir-butir ketentuan Sahifah yang
mengikat seluruh kabilah penduduk Madinah. Namun karena Sahifah tampaknya
dideklarasikan secara sepihak oleh Rasulullah dengan dukungan tiga pilar kabilah,

yaitu Quraisy Muhajirin, kabilah Khazraj dan sebagian kabilah Aus, maka
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keterikatan kepada Sahifah oleh kabilah-kabilah utama Yahudi boleh dikatakan
lemaﬁ, sehingga menimbulkan proses-proses yang membawa dampak
penghancuran atau pengusiran mereka keluar dani Madinah dan menjadikan kota
itu sécam ekslusif sebagai murni wilayah hunian kaum muslimin dan dengan
dexmklan, figurasi Ummah juga menjadi bersifat ekslusif muslim.

- Selain persoalan internal, Ummah sebagai figurasi baru juga mengalami
dinamika eksternal sebagaimana ditunjukkan oleh persoalan-persoalan berikut ini.
PeMa, figurasi kejahiliyahan dalam wujud masyarakat penyembah berhala
masih bertahan kuat di kalangan penduduk Makkah dan masyarakat Arabia pada
umumnya, sehingga kedua figurasi tersebut terlibat dalam sejenis kontes
eliminasi. Keterkaitan figurasi Jahiliyah ini sebagai basis kehidupan ekonomi
Quraisy dan penduduk Makkah sekutu mereka, membawa dampak pada proses-
proses yang menentukan (decisive) dan bersifat hidup mati bagi Makkah, lalu juga
bagi Ummah di Madinah. Proses-proses inilah yang kelak memberikan sebagian
andil bagi tumbubnya sejenis kekuasaan terpusat di Madinah setelah berhasil
mengatasi persoalannya dengan Makkah.

Persoalan eksternal kedua adalah perluasan dakwah Islamiyah kepada
seluruh masyarakat Arab di Semenanjung Arabia, telah memperluas pula skala
interaksi baik secara geografis maupun sosial. Jadi, proses-proses interaksi yang
bersifat hidup mati, sekarang meluas ke seluruh Semenanjung Arabia dan
melibatkan seluruh kabilah penghuninya. Dalam konteks ini, elemen-elemen lama
dari figurasi Jahiliyah dalam wujud kehidupan nomaden yang seringkali diwarnai
perampokan bersenjata, atau perang antar kabilah, atau elemen baru yang muncul

dan figurasi lama dalam wujud pengakuan kenabian oleh tokoh kabilah yang
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relatif besar dan berpengaruh di luar kabilah Quraisy seperti Musailimah dari
Banu Hanifah di Yamamah, merupakan persoalan yang proses penyelesaiannya
menghasilkan dorongan sentripetal ke arah pembentukan otoritas kekuasaan
terpusat pada Chiefdom Madinah.

- Persoalan eksternal lainnya berkaitan dengan penanganan hubungan kaum
muslimin dengan warga non muslim (Yahudi dan Kristen) semenanjung yang
mengalami perubahan signifikan setelah berubahnya watak dasar Ummah dan
tetap kuatnya penolakan hegemoni kekuasaan Madinah oleh non muslim,
khususnya para pemeluk Yahudi. Teks dan isi Sahifah bukan hanya tidak dapat
diterapkan secara luas di semenanjung, khususnya kepada orang Yahudi di
wilayah Khaibar, Fadak dan sekitarnya, melainkan juga kepada orang-orang
Nasrani di perbatasan dengan Syam di utara dan di wilayah Najran di bagian
selatan. Proses penanganan hubungan ini melalui pembersihan mereka dari
wilayah yang selama ini mereka diami, semakin mempérsempit kontes eliminasi
di antara potensi-potensi sentrifugal menuju tumbuhnya otoritas kekuasaan
terpusat di Madinah yang pada akhirnya eksklusif hanya bagi warga muslim.

Ketiga, perubahan menyangkut pengorganisasian kekuasaan. Perubahan
watak dasar Ummah menjadi sebentuk kekuasaan terpusat, mendorong munculnya
kebutuhan tentang bagaimana kekuasaan tersebut diorganisasikan di tengah
masyarakat Arab. Oleh karena organisasi kekuasaan yang mereka kenal dan
akrabi hanyalah berwujud organisasi kekuasaan kabilah, maka pengaturan
kekuasaan model itulah yang digunakan sebagai landasan pengorganisasian
kekuasaan pada “Chiefdom Madinah”, sudah tentu dengan sejumlah modifikasi.

Ajaran Islam yang menjadi landasan pengembangan tanggung jawab individu dan
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keseiinbmgan antara kewajiban individual dengan kewajiban kolektif, belum
dapat terwujudkan secara efektif dalam proses-proses pengorganisasian kekuasaan
tersebut. Sebagaimana telah diuraikan, kekuasaan puncak dalam kehidupan
kabilah berada di tangan Syaikh al-Qabilah yang ditetapkan baik dengan cara
pewarisan, penunjukan maupun pemilihan di antara para tokoh dan tetua yang
dianggap memenuhi kualifikasi dan kebutuhan kepemimpinan kabilah itu untuk
bertal?an hidup atau mengembangkannya menjadi besar. Posisi Syaikh al-Qabilah
dipeg;ng untuk seumur hidup, meskipun kekuasaannya itu sendiri tidaklah terlalu
mutlak, karena pada setiap kabilah selalu ada sebuah institusi yang disebut dengan
Majelis Kabilah yang memiliki kekuasaan menetapkan kata putus menyangkut
kepentingan seluruh anggota kabilah. Tradisi kepemimpinan seorang Syaikh al-
Qabilah yang baik ialah apabila dia mendengarkan pendapat Majelis Kabilah,
wala@un dia memiliki hak untuk memutuskan sesuatu tindakan atau
kebijaksanaan.

| Bagaimanapun, “Chiefdom Madinah” adalah gejala baru, yang pilarmya
bukan hanya satu kabilah melainkan setidaknya terdiri dari tiga kabilah utama.
Oleh karena itu dapat dipahami apabila ada sebagian cara penetapan
kepemimpinannya belum memiliki preseden dalam tradisi kekabilahan.
Kedudukan Muhammad saw sebagai Rasul, sekaligus sebagai pemimpin
Chiefdom yang dibangunnya, tidak mengacu kepada contoh sebelumnya dan tidak
dapat tergamﬂcan oleh siapapun. Demikian pula cara penetapan Abu Bakar
sebagai Amir al-Mu’minin adalah cara yang tiba-tiba muncul karena desakan
situasi. Abu Bakar bukan hanya dipilih oleh tokoh-tokoh kabilah Quraisy,

melainkan juga didukung oleh pemimpin kabilah Aus dan Khazraj. Hal yang tidak
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ada presedennya juga berjalan ketika Abu Bakar menunjuk Umar yang bukan
anaknya atau keluarga dekatnya sendini sebagai penggantinya, atau penetapan
Utsman oleh sebuah tim yang Utsman sendiri salah satu anggotanya. Sedangkan
penetapan Ali sebagai khalifah mirip dengan cara yang dialami Abu Bakar, tetapi
dengan dibayangi oleh tekanan kekerasan dari sejumiah kaum muslimin
pemberontak.

Sesungguhnya, baik penunjukan maupun pemilihan memiliki akar
tradisinya sendiri pada masyarakat Arab Jahiliyah, meskipun pelaksanaannya
secara teknis dapat saja berbeda-beda. Hanya saja, tradisi pemilihan yang mereka
miliki tidak memberikan peluang kepada individu muslim untuk menyuarakan
aspirasi mereka, melainkan cukup diwakili oleh para pemimpin kabilah. Begitu
pula hainya dengan penegasan Abu Bakar atas supremasi Quraisy terhadap dua
kabilah lain (Khazraj dan Aus) sehingga menempatkan hak kepemimpinan kaum
muslimin menjadi hak istimewa kabilah Quraisy, merupakan tindakan yang
sejalan dengan logika dan tradisi kekabilahan orang Arab.

~Hal yang juga sejalan dengan pengorganisasian kekuasaan model
kekabilahan adalah kecenderungan penetapan Amir al-Mu’minin sebagai
pemimpin yang berlaku untuk seumur hidup, seperti juga posisi Syaikh al-Qabilah
pada kabilahnya sendiri. Pada “Chiefdom Madinah” tidak ditemukan adanya
suatu institusi yang persis sama seperti Majelis Kabilah. Akan tetapi baik
Rasululllah maupun keempat Amir al-Mu’minin selalu menjalankan kebiasaan
untuk - meminta pendapat dan bermusyawarah  mengenai tindakan dan
kebijaksanaan yang akan diambil, dengan sejumlah sahabat terkemuka dari

berbagai unsur, khususnya unsur kabilah Quraisy Muhajirin, Khazraj dan Aus,
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sehingga mereka berfungsi ibarat Majelis Antar Kabilah. Umar bahkan melarang
sejumlah besar sahabat untuk meninggalkan Madinah tanpa seizinnya antara lain
dengan maksud untuk memudahkannya berkonsultasi dengan mereka, di samping
menghindari kemungkinan fitnah kekuasaan mengingat masih kuatnya fanatisme
kekabilahan di sebagian kalangan mereka.

- Di antara petunjuk yang paling jelas dalam penggunaan model kabilah
sebagai landasan pengorganisasian kekuasaan “Chiefdom Madinah” adalah
pengakuan kepemimpinan pada masing-masing kabilah. Para Syaikk al-Qabilah
dari kabilah-kabilah yang telah menyatakan memeluk Islam banyak yang
dikukuhkan kembali sebagai pemimpin kabilahnya masing-masing dan
diperankan sebagai aparat pemungut zakat atau pajak. Di atas semua itu,
instrumen kabilah telah digunakan secara efektif untuk rekrutmen milisi
bersenjata kaum muslimin, baik di masa Rasulullah saw maupun keempat sahabat
pengg}mtinya. Oleh sebab itulah maka “Chiefdom Madinah” tidak memiliki
pasukan militer reguler yang digaji karena boleh jadi belum dirasakan perlu atau
tidak sesuai dengan situasi sosial saat itu, sehingga tidak diperlukan pula barak
militer khusus untuk penempatan milisi bersenjata, karena setiap anggota pasukan
bersenjata adalah rakyat biasa yang akan kembali ke kabilahnya masing-masing
setelah selesai perang.

Keempat, perubahan yang berkaitan dengan ketidakmampuan
pengorganisasian kekuasaan berlandaskan model kabilah dalam memenuhi
kebutuhan yang berkembang pesat sejalan dengan perluasan wilayah taklukan
“Chiefdom Madinah”. Ketahanan hidup “Chiefdom” ini relatif singkat, yakni

tidak melampaui masa 50 tahun (setengah abad) sejak Ummah dideklarasikan
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Muhammad saw melalui Sahifah pada tahun kesatu Hijriyah hingga terbunuhnya
Amir al-Mu’minin keempat Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-40 Hijriyah. Masa
hidug yang singkat ini juga penuh dengan pergolakan demi pergolakan sosial
yang telah mengakibatkan tewasnya tiga dari empat Amir al-Mu’minin di tangan
pembunuh (bahkan Abu Bakarpun menurut riwayat al-Thabari diduga wafat
karen%a diracun') dan telah membawa bencana perang di antara sesama kaum
muslimin. Dengan hanya mengandalkan pengorganisasian kekuasaan model
kabﬂéh, proses pasifikasi wilayah yang diperlukan bagi terbentuknya sebuah
negaﬁ;, menjadi ikut terhambat.

~ Kepedulian Rasulullah saw tampaknya memang tertuju hanya kepada
Ummah sebagai ikatan religius dan dakwah dan bukan pada kekuasaan terpusat
yang bercorak duniawi. Jadi sangat masuk akal apabila Rasulullah saw tidak
memnggalkan pesan apapun terkait dengan persoalan Ummah yang paling vital,
yakni {suksesi kepemimpinan (kekuasaan) setelah wafatnya. Karena keistimewaan
posisi Muhammad saw sebagai rasul, maka selama masa hayatnya, keseimbangan
antara dua sisi Ummah itu tetap terjaga. Namun ketika posisi kerasulan
Mubammad saw tidak tergantikan setelah beliau wafat, maka sisi kepemimpinan
Ummah scbagai ikatan religius mulai terkesampingkan, sementara sisi
kcpetqimpm Ummah sebagai kekuasaan terpusat (chiefdom) semakin
mengémuka dan menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan. Dalam kondisi
seperti itulah, ikatan dan fanatisme kekabilahan yang telah diupayakan oleh

Rasulullah saw untuk ditekan dan dikurangi, mulai menguat kembali. Di tengah

! Sebagaimana dikutip oleh Jawad Al Al-Mufassal fi Tarihi al-‘Arab Qabla al-Islam,
jilid ke-8 (Baghdad: Jami’ah Bughdad, 1993), him. 383,
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kontes eliminasi kepemimpinan ini, tiga blok kekabilahan yang menjadi pilar
utama “Chiefdom Madinah” di masa Rasulullah mengalami keretakan, bahkan
keretakan cenderung meluas kepada hampir seluruh kabilah Arab, yang berhasil
diataéi oleh Abu Bakar selaku Amir al-Mu’minin pertama, melalui penegasan
supremasi kabilah Quraisy dan penumpasan bersenjata.

Kecenderungan independensi yang sangat kuat pada kabilah-kabilah Arab
yang di masa Abu Bakar ditumpas dengan kekuatan senjata dan penghancuran
kekabilahan mereka sebagaimana berlaku umum pada masyarakat Arab saat itu,
merupakan gejala yang berhenti sejenak untuk sewaktu-waktu tumbuh lagi
menunggu saat yang tepat, oleh karena demikianlah adat kebiasaan masyarakat
Arab sejak masa Jahiliyah. Akan tetapi, langkah Abu Bakar dan kemudian Umar
menaklukkan wilayah-wilayah luar Semenanjung Arabia telah membantu
mengatasi sekurang-kurangnya dua masalah sekaligus, yaitu kelangsungan
fasifikasi internal di wilayah “Chiefdom Madinah” yang cukup luas dan
penyaluran energi perang yang dilahirkan oleh ikatan dan fanatisme kekabilahan.
Meskipun penumpasan bersenjata memberikan keuntungan ekonomis berupa
rampasan perang dari kébilah Arab yang dihancurkan, penumpasan itu tidak akan
mampu memadamkan energi yang lahir dari ikatan kekabilahan sehingga
memerlukan penyaluran agar tidak bersifat destruktif bagi “Chiefdom Madinah”
sendiri.

Keberhasilan penaklukan wilayah ke luar semenanjung Arabia telah
menjadikan “Chiefdom Madinah” sebagai sebuah kekuasaan terpusat dengan
wilayah yang amat luas. Akan tetapi perluasan wilayah ini tidak disertai dengan

penumbuhan birokrasi kekuasasn yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan
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wila}{ah yang demikian luas itu, melainkan masih bertumpu pada “birokrasi”
kabilah yang nyata-nyata rawan konflik dan perpecahan. Meskipun terdapat
mekanisme musyawarah (syura) yang dapat digunakan sebagai sarana mengatasi
kerauiranan itu, alam pikiran orang Arab melihat syura sesungguhnya tidak
melampaui kerangka majelis kabilah. Jadi, potensi sentrifugal kekabilahan ini
yang ?melekat pada “Chiefdom Madinah”, tidak berhasil dirombak oleh keempat
Amir al-Mu'minin dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk datang dan
merusak keutuhan Chiefdom, sampai kemudian muncul Mu’awiyah dengan model
negara dinastiknya.

Dengan kreatifitasnya mengembangkan birokrasi kekuasaan baik dalam
bentuk organisasi kekerasan maupun perpajakan, Mu’awiyah telah berhasil bukan
hanya menjaga keutuhan wilayah (bekas) “Chiefdom Madinah”, tetapi bahkan
mmg?kuhkmnya dalam sosok sebuah negara dinastik, memperluasnya sekaligus
memaﬁukannya seiring dengan semakin suburnya pembagian dunia kerja. Dengan
kata lain, “Chiefdom Madinah” merupakan satu dari sekian banyak figurasi yang
saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian menjadi sumber bagi lahirnya
negara demi negara dinastik di kemudian hari. Dalam ungkapan yang lebih
eksplisit, kekuasaan dinasti Banu Umayyah dan seterusnya adalah kelanjutan yang
legitimatif dan perlu dari “Chiefdom Madinah” bagi kelangsungan perjalanan
masyafakat Arab muslim menuju puncak-ﬁuncak peradaban mereka.

‘Mengacu pada keempat lingkup perubahan sebagaimana diuraikan di atas,
maka tergambarlah keterkaitan dan posisi Islam dalam proses pembentukan
negara di tengah masyarakat Arab di Semenanjung Arabia bagian tengah.

Meskipun Islam telah memainkan peran yang berpengaruh terhadap proses-proses



471

munculnya “Chiefdom Madinah”, Islam bukanlah satu-satumya faktor yang
mempengaruhi proses tersebut, karena sebagian tradisi Arab Jahiliyah juga
memberi andil bagi terjadinya proses itu. Dengan demikian tidaklah tepat untuk
mempersepsi atau memandang seluruh praktik pengorganisasian kekuasaan
“Chigfdom Madinah” di masa Rasulullah saw dan keempat Amir al-Mu’mirin
sebagai sebuah teks suci yang harus dijadikan rujukan tekstual bagi
penyelenggaraan kekuasaan di masa modern sekarang ini sebagaimana diutarakan
oleh pandangan yang mengidealisasikan “negara Madinah” sebagai cetak biru
negara Islam. Terlebih lagi, praktik pengorganisasian kekuasaan di masa ini yang
masih bersifat sementara, ad hoc, menyerap banyak elemen dari lingkungan sosial
budaya yang khas Semenanjung Arabia dan belum memperlihatkan bentuknya
yang matang, bukanlah sebuah tipe ideal (ideal type) yang dapat ditira secara
instan untuk diterapkan oleh siapa saja dan di lingkungan sosial mana saja, atau
dipersepsi sebagai praktik kenegaraan paripurna yang memiliki tujuan jelas. Sama
tidak tepatnya adalah mempersepsi atau memandang seluruh praktik
pengorganisasian kekuasaan pada periode negara-negara kekhalifahan dinastik,
seperti posisi khalifah dan pembagian jenis-jenis menterinya, serta pembagian
kerja pemerintahan lainnya sebagai teks suci dan ideal, tempat rujukan tekstual
bagi praktik kekuasaan masa kini, sebagaimana dikemukakan oleh pandangan
yang mendambakan negara kekhalifahan.

Dilihat dari perspektif sosiologi figurasional, pranata kekuasaan terpusat di
Madin:;h belum memenuhi kriteria sebuah negara, melainkan baru sebuah proses
menujﬁ pembentukannya. Dengan menggunakan kriteria yang diajukan sejumlah

ahli antropologi dan sosiologi, pranata kekuasaan terpusat itu baru dapat
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dikategorikan sebagai sebuah Chiefdom, atau pra-negara Tahap ini terbentuk
dalam proses-proses penyelesaian terhadap berbagai persoalan internal maupun
eksternal Ummah yang memunculkan perubahan berskala luas, tanpa disain dan
seolah-olah berlangsung mengalir begitu saja, sehingga kehadiran kekuasaan
terpusat di Madinah, bahkan di masa Rasulullah saw juga bersifat demikian saja,
tanpa disain. Walaupun pembentukan Ummah sebagai perikatan kemasyarakatan
religius memiliki tujuan yang jelas, tidaklah demikian dengan perkembangannya
sebagai sebuah masyarakat politik dan sebentuk kekuasaan terpusat. Lebih jauh
lagi, hadimya kekuasazan terpusat ini dalam interaksinya dengan berbagai faktor,
telah melahirkan banyak perubahan lanjutan yang lebih luas lagi skalanya dan
menjangkau masa-masa yang jauh setelah Rasulullah wafat dan kelak
memberikan sumbangan bagi kelahiran negara demi negara yang menjadi bagian
dari suatu rate panjang pembentukan peradaban kaum muslimin Arab.

Penjelasan mengenai keterkaitan dan posisi Islam dalam proses
pembentukan negara sebagaimana diuraikan di atas masih memerlukan diskusi
elaboratif, khususnya jika dikaitkan dengan kebutuhan perumusan teoretik tentang
kekuasaan dan tentang negara.

Elaborasi pertama perlu dilakukan dalam kaitan dengan adanya
seperangkat ajaran Islam universal yang pada dasamya memberi jaminan kepada
manusia dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi mereka, serta
menghindarkan mercka dari kemudaratan dan kerusakan. Akan tetapi Islam tidak
hadir dalam kekosongan, melainkan dalam suatu lingkungan sosial masyarakat
Arab yang khas, yang telah terbentuk dari generasi ke generasi sehingga tidak

mungkin untuk dinafikan begitu saja. Dalam lingkungan sosial itulah berbagai
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mlal, norma dan adat istiadat diterapkan oleh seluruh anggota masyarakat. Maka
penerapan ajaran Islam yang universal tersebut di tengah masyarakat Arab yang
bercmak partikular, memerlukan adaptasi sosial agar dapat diterima dan sesuai
deng?n perkembangan masyarakat pada saat itu. Sungguh beruntung bahwa
prosé&proses adaptasi itu memperoleh keabsahan melalui wahyu dan praktik
langsung Rasulullah saw dan para sahabatnya. Namun keabsahan itu pulalah yang
justciu menimbulkan persoalan besar bagi kaum muslimin generasi selanjutnya.
Yakm persoalan bagaimana secharusnya menempatkan dan memperlakukan sisi
Ummah dalam pengertiannya sebagai unit perikatan kemasyarakatan yang
bercdrak religius, sekaligus sisinya sebagai masyarakat politik dengan pranata
kekuasaan terpusat yang mengandung praktik pengorganisasian kekuasaan model
kabilah sebagaimana dikenal secara umum oleh masyarakat Arab.

Itulah sesungguhnya akar permasalahan mengapa sebagian kaum muslimin
mengidealisasikan “negara Madinah” sebagai cetak biru negara Islam, sementara
sebagian lagi mengidealisasikan negara kekhalifahan, yaitu bagaimana
memperlakukan Ummah dalam kedua sisinya, yang telah memperoleh legitimasi
baik melalui wahyu maupun praktik langsung Rasulullah saw dan sahabat-
sahab#mya. Problemnya adalah, jika seluruh apa yang dipraktikkan Rasulullah
saw dan para sahabatnya dipandang sebagai teks yang memiliki nilai gadasah,
sebagéi teks yang sakral yang mengandung konsekuensi hukum apabila tidak
diterapkan, maka hal it akan bermakna bahwa baik ajaran yang universal
maupuﬁ praktik yang paxﬁkufar yang banyak mengadopsi adat istiadat setempat,
selurubnya bemilai gadasah dan menjadi standar hukum yang secara instan

bersifat mengikat, yang sangat mungkin tidak mampu mengimbangi
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perkembangan masyarakat, sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarah perjalanan
“Chiefdom Madinah” sendiri.

- Apabila ajaran-ajaran yang universal dipandang sebagai teks yang bernilai
qadasah, bersifat sakral, lalu kemudian dipisahkan dari praktik yang partikular,
maka bagaimanakah status keabsahan yang telah diterima oleh wilayah yang
partukular ini baik melalui wahyu maupun melalui tindakan langsung Rasulullah
saw dan para sahabatnya? Problem ini sudah selayaknya dicarikan jalan keluar,
namun tidak mungkin dilakukan melalui tulisan ini, karena memeriukan penulisan
tersendiri yang lebih mendalam. Tulisan ini hanya akan menawarkan jawaban
tentatif secara ringkas beserta kemungkinan konsekuensinya.

Elaborasi kedua yang diperlukan menyangkut ajaran universal Islam
tentang penghormatan kepada hak-hak sekaligus tanggung jawab individu
melampaui batas-batas solidaritas kekabilahan dan menjadikan keluarga inti
(batih) sebagai unit perikatan sosial terkecil dalam masyarakat. Dengan ajaran ini,
Islam sesungguhnya menyediakan landasan bagi pengembangan struktur
masyarakat alternatif yang wujudnya sangat mungkin berbeda dengan struktur
masyarakat kekabilahan sebagaimana dikenal masyarakat Arab. Akan tetapi
struktur masyarakat altemnatif tersebut belum terbangun hingga masa kehancuran
“Chiefdom Madinah”, antara lain karena menguatnya kembali ikatan-ikatan
kekabilahan. Bagaimanapun, ajaran penghormatan kepada hak dan tanggung
jawab i individual telah menjadi sisi penyeimbang bagi kehidupan kolektif
kekabilahan masyarakat Arab yang relatif sangat ketat. Dapat dimaklumi apabila
dalam  prktik pengorganisasian kekuasaan “Chiefdom Madinah”, hak dan

tanggung jawab setiap individu masih belum memperoleh tempat yang
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proporsional. Di dalam situasi ketidak- seimbangan seperti itulah terjadi fitnah
besar berupa pertumpahan darah pertama di antara sesama kaum muslimin yang
diikuti dengan prahara demi prahara lainnya. Belajar dari pengalaman sejarah ini,
kaum muslimin memerlukan pengembangan pemikiran yang memungkinkan
terwujudnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu dengan hak
dan tanggung jawab kolektif di dalam praktik pengorganisasian kekuasaan dan
proses bernegara. Dalam bahasa sosiologis, diperlukan pengembangan pemikiran
untuk merumuskan konsep “agent” dan “structure” dalam Islam dan
kontekstualisasinya terhadap praktik kekuasaan dan kenegaraan.

Elaborasi selanjutnya yang diperlukan menyangkut realitas bahwa
dengan memeluk Islam, masyarakat Arab telah mengalami perubahan-perubahan
fundamental ke arah berlangsungnya proses-proses bernegara dan berperadaban ‘
sesuai dengan lingkungan sosial mereka yang khas. Bagaimanapun, tanpa
kehadiran “Chiefdom Madinah” sebagai bagian dari proses bernegara, masyarakat
Arab muslim mungkin belum sampai pada puncak-puncak peradaban mereka.
Demikian pula proses-proses bernegara dan berperadaban orang Arab tersebut
berlangsung dengan sumbangan peran yang sangat besar dari kaum Mawali yang
telah terlebih dahulu mengenal peradaban tinggi sebelum orang Arab
menaklukkan wilayah pemukiman mereka. Hal yang terjadi pada masyarakat
Arab dapat terjadi pada kelompok etnis manapun yang bersedia memeluk Islam.
Akan tetapi, proses-proses bernegara dan berperadaban yang akan berlangsung
pada kblompok etnis yang bersangkutan, tidak dapat didesain oleh siapapun dan
sangat bergantung pada kreatifitas masing-masing kelompok etnis muslim dalam

mengelfnbangkan potensi mereka pada lingkungan sosial yang khas mereka
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sendiri, sebab sebagaimana ditunjukkan oleh perjalanan sejarah Chiefilom
Madinah, tidak ada disain tertentu untuk proses-proses semacam itu. Dalam
kerangka merangsang kreatifitas mengembangkan potensi tersebut, keterbukaan
terhadap unsur-unsur peradaban lain yang lebih maju menjadi sangat menentukan.
Ringkasnya, kemungkinan pengembangan peradaban kaum muslimin di luar
peradaban Arab muslim, terbuka luas melalui interaksi antar peradaban.

Terutama menyangkut problem universalitas-partikularitas  yang
dilegitimasi oleh wahyu serta praktik langsung Rasulullah saw sebagaimana yang
telah diuraikan pada diskusi elaboratif pertama, jawaban apapun yang diberikan
untuk keluar dari problem itu sudah pasti akan mencakup wilayah perdebatan
yang luas terkait Syari’at Islam. Jika dikatakan bahwa seluruh praktik
pengorganisasian kekuasaan Chiefdom Madinah adalah teks suci universal yang
selurulnya harus diikuti, maka apakah tindakan seperti yang dilakukan Rasulullah
saw terhadap Yahudi Banu Quraidlah dan Banu Nadlir benar-benar harus
dilaksanakan persis seperti itu, atau dapat menerima penafsiran? Apakah
penghancuran para pembangkang (terhadap penguasa) oleh Abu Bakar dan
perampasan harta maupun diri mereka sehingga menjadi budak di negerinya
sendiri, boleh dipandang sebagai hukum Syari’at yang harus diikuti? Apakah
tindakan Abu Bakar membakar hidup-hidup Fuja’ah sebagai hukuman atas dirinya
yang telah membunuh orang Islam, juga dipandang sebagai hukum Syari’at yang
harus dilaksanakan? Mungkinkah tindakan-tindakan seperti itu ditafsirkan,
meskipun tersurat secara tekstual, sebagaimana Umar bin Khattab telah
menafsitkan secara berbeda dari bunyi teks ayat al-Quran tentang pembagian

harta rampasan perang? Dengan demikian, perdebatan akan menyangkut banyak
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aspek dari batang tubuh Syari’at Islam, baik yang terkandung dalam ayat-ayat al-
Qur'an, Hadis maupun Atsar para sahabat. Dengan cara pandang seperti itu,
Syariat Islam dipahami bukan sebagai sesuatu yang telah selesai atan telah
mmjédi baku, melainkan sebagai “bahan mentah” yang memerlukan proses
pematangan terus menerus sepanjang masa. Bagian Syari’at yang telah selesai
hanyé menyangkut tatacara ibadat dan nilai-nilai yang bersifat universal saja,
sementara bagian terbesar batang tubuhnya memerlukan pembaharuan yang
berkelanjutan.

~ Guna mencari jalan keluar dari problem sebagaimana terungkap dalam
diskusi-diskusi elaboratif di atas, tulisan ini akan menawarkan setidaknya dua
agenda teoretik. Agenda pertama, yang dimaksudkan sebagai jawaban atas
problem vyang dikemukakan pada diskusi elaboratif pertama, adalah
mempertimbangkan penggunaan teori Magasid al-Syari’ah sebagaimana diajukan
oleh sejumlah ahli hukum Islam, khususnya Imam Abu Ishaq al-Syathibi, seorang
ahli figh mazhab Maliki yang karya-karyanya menyangkut Magqasid al-Syari’ah
telah memperoleh banyak komentar dari para sarjana masa kini, khususnya kitab
Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah ( 43,80 Jga A CAih ga¥). Diharapkan, melalui
penggunaan teori ini, kemungkinan pengembangan pemikiran teori-teori politik di
lingkungan kaum muslimin dapat lebih terbuka luas tanpa harus meninggalkan
ruh keislaman atau terjebak di dalam kerangka pemikiran “kembali ke belakang”,
yaitu kembali ke “negara Madinah” dengan menggunakan setting politik abad-
abad permulaan Hijriyah sebagai tipe ideal kehidupan politik masa kini.

Konsep Magqasid al-Syari'ah sendiri sebenamnya juga merupakan hasil

karya pemikiran para ahli figh dan ushul figh abad-abad permulaan hijriyah, yang
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lupui dari pengembangan intensif selanjutnya di tangan para sarjana muslim,
sehingga kontribusinya dalam pengembangan teori-teori legislasi bagi masyarakat
muslim sendiri, tidak sebanding dengan potensinya. Kerangka berpikir “kembali
ke tjelakang” yang terakhir ini, dengan memanfaatkan potensi teoretik yang
terpendam dalam konsep Magasid al-Syari’ah, jauh lebih memberi peluang
keterbukaan dan produktifitas pemikiran yang sejalan dengan perkembangan masa
kini daripada kerangka berpikir “kembali ke belakang” yang pertama.

Al-Syathibi sendiri bukanlah sarjana pertama yang mengupas persoalan
Maqq:rid al-Syari‘ah, oleh karena banyak sarjana-sarjana sebelumnya yang telah
lebih dahulu menjelaskan persoalan itu dan sebagian mereka mempengaruhi
pandangan-pandangan al-Syathibi, seperti Abu Bakar al-Abhari (wafat 375 H.)
dan Abu Bakar al-Bagqillani (wafat 403 H.) keduanya dari mazhab Maliki, Imam
al-Haramain Abdul Malik al-Juwaini (wafat 478 H.) serta Abu Hamid al-Ghazali
(wafat 505 H.) keduanya dari mazhab Syafi’i. Akan tetapi adalah al-Syathibi,
melebihi sarjana-sarjana sebelumnya, yang mengupas persoalan Magdsid al-
Syari’ah secara lebih rinci dan relatif holistik 2

Menurut salah seorang sarjana yang secara khusus membahas teori
Maqa?id al-Syari’ah karya al-Syathibi yaitu Ahmad al-Raisuni, al-Syathibi tidak

mengajukan definisi tertentu tentang Maqasid al-Syari’ah. Al-Raisuni menduga

| ? Di antara para sarjana itu adalah Muhammad Hashim Kamali vang antara lain menulis
tentang “Magqashid al-Shari’ah, The Objectives of Islamic Law” dalam hutp:/www.am. org.uk/ dan
“Law and Society: The Interplay of Revelation and Reason in the Shari’ah” dalam Oxford History
of Islam (Oxford: Oxford University Press, 2000), tersedia dalam http.//arabworld. nitle.org/:
Muhammad Khalid Mas’ud yang menulis: Filsafat Hukum Islam, Studi tentang Hidup dan
Pemikirgn Abu Ishaq al-Syathibi, terj. Absin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996) dan Ahmad
al-Raisuni, Nadlariyyah al-Magashid ‘inda al-Imam al-Syathibi (Rabat: Dar al-Aman, 2003).
Karya terakhir inilah yang menjelaskan kelebihan karya al-Syathibi dibandingkan karya para
sarjana sebelumnya.
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hal itu karena al-Syathibi menganggapnya sebagai istilah yang sudah jelas,
mengingat istilah itu telah dibahas oleh banyak sarjana sebelumnya dan
mengingat bukunya sendiri ditujukan bagi para ahli ilmu. Sebagai titik berangkat
meméhami Magasid al-Syari°ah seperti diteorikan oleh al-Syathibi, al-Raisuni
kemudian mengajukan definisi Magasid al-Syari ah:

Al daliad Lghihad Ja day pA0 Cocdag 3 CLRY A day 30 dcalie
“Maqashid al-Syari’ah adalah tujuan-tujuan yang mana Syari’ah dilembagakan
untuk mencapainya, demi kemaslahatan manusia”, 3

Sejalan dengan kesimpulan al-Raisuni, komentator al-Syathibi lainnya,
Mma@mad Khalid Mas’ud, menyatakan bahwa doktrin magashid al-Syathibi
adalaﬁ kelanjutan dan pengembangan dari konsep masiahah (Ralad
kemaslahatan) sebagaimana telah dibahas oleh para sarjana sebelumnya. Menurut
Mas’ud, al-Syathibi memandang Syari’at Islam adalah sebuah kesatuan dan
berkesimpulan bahwa memahami hukum Islam sebagai satu kesatuan berarti
kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuannya. Bagi al-Syathibi,
tujuan Syari’at Islam adalah satu, yakni menegakkan kebaikan dan kescjahteraan
(3-\3-44 jamak: gladd ) umat manusia dan menghindarkan mereka dari
kerusakan ( 3awia) jamak sliad ) . Karena tujuan Syari’at adalah maslahah
manusia, maka istilah maqdsid dan masalih biasa dipertukarkan dalam

pembahasan yang dilakukan al-Syathibi.*

® Ibid,, him. 5 dan 7.

4 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam, Studi tentang Hidup dan Pemikiran
Abu Ishag al-Syathibi, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), him. 239-244. Untuk
konfirmasi mengenai tujuan Syari’at, libat Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi Ai-
Muwafagar, jilid 1, him. 350-353.
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Al-Syathibi® berpendapat bahwa tujuan-tujuan (magasid) Syari’at terbagi
menjadi tiga jenis, yaitu mewujudkan maslahah manusia yang bersifat daruriyyah
( 43908 mesti, harus), maslahah yang bersifat hdjiyyah ( %alad perlu) dan
maslahah yang bersifat tahsiniyyah ( s terpuji). Maslahak daririyyah
menéakup lima hal, yaitu perlindungan agama (¢p & Bda), perlindungan jiwa (
il Bia), perlindungan keturunan (Jwid Bia ), perlindungan harta benda ( Zia
Jull) dan perlindungan akal (Jia¥ Bis). Magslahah hdjiyyah adalah pemenuhan
ma;ldbah manusia yang diperlukannya guna memperlapang dan mengurangi
kesempitan yang timbul ketika pelaksanaan (hukum) Syariat yang akan
mengakibatkan kesulitan dan kerusakan pada tujuan itu sendiri. Jadi bila hajiyyah
tidak dipertimbangkan bersama daruriyyah, maka manusia akan menghadapi
kesulitan. Misalnya ibadah seperti shalat dan puasa bertujuan melindungi agama
(daruriyyah) sedangkan keringanan dalam shalat dan puasa karena sakit atau
dalam perjalanan, merupakan hdjiyyah yang apabila tidak ada, pasti menimbulkan
kesuﬁtan bagi manusia yang melaksanakannya. Sedangkan maslahah tahsiniyyah
adalah maslahah yang membawa manusia kepada keterpujian, seperti tegaknya
akhlak mulia, adat istiadat kesopanan seperti ketika makan atau minum, atau
terhindar dari hal-hal yang dipandang tercela oleh akal schat seperti memakan
makanhn kotor.

‘Ketiga jenis maslahah tersebut berhubungan satu sama lain secara

berjenjang, sehingga tahsiniyyah bersifat pelengkap bagi hajiyyah yang adalah

3 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, Al-Muwafagat fi Usul al-Syari’ah, jilid 11
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2004), him 324-327.
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juga, pelengkap bagi daruriyyah. Hubungan tersebut mempunyai aturan sebagai
berikut: ©
L. Maslahah daruriyyah adalah dasar bagi semua jenis maslahah.
2. Kerusakan (ikhtilal, I X&) pada masiahah daririyyah akan secara mutlak
menimbulkan kerusakan pada maslahah lain.
3. Kerusakan (ikhtilal) pada maslahah lain tidak secara otomatis membawa
- kerusakan pada masiahah daruriyyah.
4. Dalam kasus-kasus tertentw, ikhtilal pada maslahah hajiyyah atau
tahsiniyyah secara mutlak merusak mshlahah daruriyyah, seperti apabila

mashalih tersebut bersama-sama dengan maslahah daririyyah membentuk
- suatu keseluruhan sehingga gangguan pada bagian, berarti gangguan pada

keseluruhan dan karena itu.

5. Pemeliharaan maslahah hajiyyah dan tahsiniyyah adalah perlu demi
- tegaknya maslahah daruriyyah.

Analisa’ mengenai pendapat al-Syathibi tentang asal-usul Syari’at
memperlihatkan bahwa konsepnya tentang Syari’at berkaitan erat dengan
konsepnya tentang wahyu. Syari’at sinonim dengan wahyu, akan tetapi karena
wahyu adalah proses, sedangkan Syari’at bukan, maka Syari’at harus dipahami
sebagai substansi, sementara wahyu sebagai proses penyampaiannya. Dalam
kondisi sebelum ada Syari’at, manusia mengejar tujuan-tujuan mereka secara acak
dan karena kecenderungan mereka kepada hawa nafsu, akal mereka tidak mampu
menemukan maslahah bagi semua. Tuhan lalu menunjukkan rahmatNya dengan
mengirim nabi kepada setiap kaum dengan membawa Syari’at yang diwahyukan.
Ranglkaian wahyu Tuhan yang terakhir diturunkan kepada Muhammad bin
Abduliah dalam wujud al-Quran yang adalah totalitas Syari’at itu sendiri dan
memiliki ciri-ciri mubarakah ( 4 diberkati), menggunakan bahasa Arab,

ummiyyah (44 cocok bagi keadaan masyarakat Arab yang tak pandai tulis baca),

6 Tentang saling hubungan dan aturannya, lihat: Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat,
him. 247-249.
7 Ibid., him. 219-220.
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samhah (aaw lapang, luas), sahlah (Ug~ mudah dilaksanakan) dan ma 'shiin
(psars terpelihara). Jadi Syari’at di sini bukanlah figh.

Kandungan al-Qur’an mula-mula diwahyukan di Makkah, kemudian di
Madinah. Ayat-ayat atau surah-surah yang diwahyukan di Makkah turun guna
memahami atau menjelaskan ayat-ayat atau surah-surah lain yang telah
diwahyukan di kota itu sebelumnya, sesuai tertib turunnya. Ayat-ayat atau surah-
surah yang diwahyukan di Madinah turun guna memahami dan menjelaskan ayat-
ayat atau surah-surah yang diwahyukan di Makkah. Ayat-ayat atau surah-surah
Madaniyyah harus menjelaskan satu sama lain sesuai urutan turunnya. Yang
demikian itu baik melalui cara menerangkan yang samar (mumal, Jape )
mengkhususkan yang umum, membatasi yang mutlak, merinci yang belum dirinci
atau menyempurnakan yang belum ada penyempumaannya. Kalau tidak demikian
maka tidak sah karena berdasarkan (metode) a/-Istigrd, makna ungkapan (khithab
wibd ) ayat atau surah Madaniyyah didasarkan atas ayat atau surah Makkiyah,
sebagaimana ayat atau surah mutakhir didasarkan atas ayat atau surah yang
terdahulu: *

Oy o iy (D B 3Sy (S o ) (A Y She 18 O el ) n o 2D
ol il e ) D e g A g gy ol Wi JE (A 4 5 Qe e
A3 gle Jada sl o ia lagia alg JS o aliad O LS a0 i (e il

e diaili o (3lha 35 ¢ pgae anadld o Jana Gy Q0% L &l 3y ol T
\ — S gyl L JaaSi ¢ Juaay

* Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syathibi, Al-Miwafagar, jilid IIL, him_ 369,
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Al-Qur’an yang mula-mula diwahyukan di Makkah menyangkut prinsip-prinsip
dasar, sedangkan yang kemudian diwahyukan di Madinah melengkapi dan
menjabarkan prinsip-prinsip dasar tersebut. Al-Syathibi menulis:®
SaSi ga 4ia p8) 9A Lo ) Apaily LS 0 a5 Adalih LIS Sl Sl A B G ) 1
iy Cal (o g Luaad Lplihay dag , 00 Coplan (30 208K J g 00 1 3 g 1S JucY
: —Jeall g haail) g Jimdl
Pentashih penerbitan Al-Muwafagat, Tbrahim Ramadlan, memberi contoh jihad
sebagai bagian (juz) dari Amar Ma-ruf Nahi Munkar dan larangan meminum
khamar sebagai penyempurna (takmif) bagi keharusan meninggalkan dosa dan
permusuhan, sementara al-Raisuni memberi catatan kaki bahwa yang dimaksud
dengan Madaniyyat di sini adalah hukum-hukum yang disyari’atkan di Madinah.
Mengomentari pendapat al-Syathibi di atas, al-Raisuni menulis:
Ll Sl jlimy Lo lgd 399 g 4oy aally Sy (A0 a0l ) QISH 138 (ha 0 pa g
Laliad Aay LipaY ClSi (3D Ay pAVlg poY) Sl Lo g B i Ll dale Gad
dyad o iin (I Wi (S G 1A A WSad o3 o S Ana ) 5 Llad a0
—lgncd g 3aiinll
“Yang dimaksud olehnya (al-Syathibi) dengan perkataan ini ialah bahwa
penetapan hukum-hukum yang turun di Madinah, meskipun ditemukan di
dalamnya sesuatu yang dianggap prinsip univeral dan kaidah wmum,
semuanya itu dianggap sebagai cabang-cabang dari (prinsip-prinsip)
universal yang lebih umum dan lebih penting, yaitu yang karena demikian
pentingnya, diturunkan di Makkah. Maka tujuan-tujuan penetapan hukum
tertinggi dan dasar-dasarnya yang terpokok telah selesai berlabuh dalam al-
Qur’an Makkah, saling kuat menguatkan dengan pokok-pokok dan dasar-
dasar agidah™."*
'Kelima prinsip universal sebagaimana disebut al-Syathibi itulah yang
dinamakan masalih daruriyyah ( %.3,a) glad ) yang karena universalitasnya

bersifat gath 'iyyah (sebagai landasan hukum yang pasti). Di samping itu, prinsip-

? Ibid, jilid 11L him. 42,
' Ahmad al-Raisuni, Nadlariyyah, him_ 153
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prinsip dasar yang diwahyukan di Makkah bersifat permanen, tidak pernah
berubah atau dibatalkan. Dengan kata lain, keabadian dan finalitas Syari’at yang
telah selesai di masa hidup Nabi, berarti tidak bisa diubah-ubahnya prinsip-prinsip
dasar Syari’at yang universal tersebut, sementara perubahan masih dimungkinkan
pada kasus-kasus di luar itu. "'

Pemikiran al-Syathibi tentang perubahan berangkat dari pemahamannya
tentang maslahah sebagai konsep adaptabilitas terhadap kebutuhan-kebutuhan
mmuﬁa berdasarkan pembedaan-pembedaan tertentn yang dihasilkan melalui
analisanya terhadap konsep tersebut. Di antaranya yang terpenting adalah
pembedaan antara ‘adah ( 34 adat istiadat, jamak: ‘awgid s ) dengan
Symi’;lt dan antara ‘adoh dengan ‘ibadah (33, ibadat). Al-Syathibi
menggunakan istilah ‘adah untuk beberapa pengertian, antara lain ‘awdid
syar'iyyah (4% 335 kebiasaan yang terbentuk berdasarkan Syari’at) yang
berhukum tetap sebagaimana hukum Syari’at seperti menutup aurat atau
membersihkan diri dalam rangka bermuﬁajat kepada Tuhan. Berikutmya adalah
‘adah yang dikontraskan dengan ‘ibadah, sehingga ‘adah bermakna sama dengan
mu’'amalah. Kemudian juga ‘adah dalam arti kebiasaan umum manusia aJ-
‘awdid al-jariyah baina al-khalgi 53 ow % jad Bl ) baik yang menetap
(sabitah %43 ) seperti gairah makan, minum atau berpakaian, maupun yang
berubah-ubah (mutabaddilah 4 a5 ) seperti cara berpakaian atau membiarkan
kepala terbuka yang dianggap buruk di negeri-negeri (muslim) Timur tetapi
dianggap tidak buruk di negeri-negeri (muslim) Barat. Menurut al-Syathibi,

Syari’at dengan sendirinya mempertimbangkan ‘awaid tersebut sehingpa kita

'! Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat, hlm. 222-223.
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menemukan bahwa Syari’at Muhammad saw mengukuhkan sebagian besar ‘adah
Jahiliyyah seperti diyat (4 ) gasamah (3u.d¥) girad ( s A, pinjaman modal
usaha) dan sebagainya”. Bahkan menurut al-Syathibi, cara menjelaskan Tauhid
Juga disesuaikan dengan adat orang Arab:

Ay sy b A B 938 L L) 1a Lo 3 phiic plSal o all S 43 5 51
I RN A pSaly ol ¥ plally ighel o4 G AlgY gal g ABY Lo Wy g 4y
G s Jehi g el o K0 Laa I 48 g La Ll g i Bia Fia Sl 1Y &y
IS g a9 S g ) 9 sla (e, 9 Lad G2 g VY T gabagd e, &1

B IAS5 gailt 95 20 SN

Al-Syathibi juga membahas hubungan Syari’at dengan ‘adah dalam
konteks perubahan, yaitu bahwa Syari’at bisa mengubah ‘ada’ dan sebaliknya,
bila terjadi perubahan dalam suatu ‘adah, maka akan menimbulkan perubahan
dalam hukum Syari’at. Bila suatu ‘adah berubah dari baik menjadi buruk, atau
sebaliknya dari buruk menjadi baik, karena sebab perbedaan nilai sosial antar
bangsa maupun karena sebab-sebab lain, maka Syari’at harus menyesuaikan
dirinya. Al-Syathibi menjelaskan beberapa contoh perubahan perubahan ‘adah
yang disebabkan oleh:

1. Perbedaan nilai sosial tentang baik dan buruk, seperti pada contoh
- membiarkan kepala terbuka di atas, antara Timur dan Barat,

2. Perbedaan tingkat penggunaan teknologi, baik antar bangsa maupun di
~dalam suatu bangsa, yang mengakibatkan peruahan dari sate makna
- kepada makna lain yang terkandung dalam suatu ‘adah,

3. Perbedaan dalam bermu’amalah, seperti perbedaan kebiasaan penerimaan
-mahar (sadaq, mas kawin) dalam perkawinan,

4. Perbedaan pertimbangan-pertimbangan eksternal terkait kewajiban
tertentu, seperti kriteria kematangan (bulugh) di antara bangsa-bangsa,
‘apakah berdasarkan pubertas atau usia, yang terkait dengan kewajiban
syar’i (takli),

5. Perubahan dari tidak teratur menjadi teratur, baik yang dialami oleh
sebagian bangsa maupun individu, seperti seseorang yang karena luka

2pid , him. 320-322. Untuk konfirmasi mengenai jenis-jenis ‘awa-id, lihat Abu Ishaq
Ibrahim bin Musa al-Syathibi, Al-Muwafagat, jilid 1L, him. 570-571.
" Ibid., him. 388.
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tertentu, tidak bisa lagi buang air kecil secara lazim. Cara buang air yang

tidak lazim itulah menjadi ‘adah bagi yang bersangkutan.*

Sebagaimana tampak, al-Syathibi sendiri menggunakan setting sosial di
masanya sendiri untuk menjelaskan prinsip-prinsip universal dalam kaitannya
dengan ‘adah. Meskipun begitu, teorinya mengenai maqasid menyediakan
kerangka kerja umum (general framework) untuk menggali masalih yang sejalan
dengan perkembangan masyarakat masa kini. Teori Magqasid al-Syari'ah yang
dikemukakan al-Syathibi sebagaimana secara ringkas diuraikan di atas sangat
relevan dengan persoalan yang telah disampaikan pada uraian sebelum ini, karena
membuka kemungkinan penafsiran bahwa praktik-praktik pengorganisasian
kekuasaan di Madinah yang banyak menyerap ‘awdid Jahiliyyah, merupakan
aturan-aturan  hukum Madinah (Madaniyyat) yang merujuk kepada dan
merupakan penjabaran atas prinsip-prinsip dasar yang universal (Makkiyyat) di
dalam suatu setting dan lingkungan budaya yang khas, yaitu masyarakat
semeqanjung Arabia abad keenam Maschi.

- Aturan-aturan hukum Madaniyyat tersebut dipahami dapat saja berubah
ketika tetjadi perubahan-perubahan pada ‘awa-id baik di semenanjung Arabia
sendiri maupun di tempat-tempat lain. Hanya saja, al-Syathibi * mengingatkan
bahwa sejauh menyangkut ‘%badah, maka maksud Pembuat Syari’at (Syari’)
adalah keharusan manusia tunduk kepada teks tertulis (mansus) dan menerima apa
adanya teks-teks tersebut tanpa harus menyelami makna-maknanya, sementara

yang menyangkut ‘adah, tujuan Syari’ adalah keharusan manusia mengikuti

** Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafar, him. 324. Rujuk pula Abu Ishaq Ibrahim bin

Musa al-iS;mhjbi, Al-Muwafagar. hlm. 571-572.
Y Ibid., him_ 585-592.
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makﬁa-makna (ma ‘ani) yang terkandung pada teks-teks dan tidak berhenti pada
bunyi teks-teks tersebut:
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Agenda teoretik kedua menyangkut eksplorasi atas prinsip-prinsip
individualitas manusia yang ditekankan Islam, dalam kaitan dengan proses
pembentukan unit perikatan sosial terkecil, yaitu keluarga inti dan dengan proses
pembentukan masyarakat sebagai unit perikatan sosial yang lebih luas. Eksplorasi
ini juga relevan untuk mencakup saling hubungan antara pembentukan struktur
masyarakat di dalam suatu bingkai sosial budaya kaum muslimin yang khas,
dengan penghormatan atas individualitas manusia yang terlibat di dalamnya, yang
memungkinkan tumbuhnya proses-proses pembentukau peradaban mereka sendiri
yang khas pula.

Sejauh ini belum ada sarjana muslim baik Arab maupun non-Arab yang
melakukan eksplorasi semacam itu secara berkelanjutan. Gagasan penting tentang
Maqasid al-Syari'ah sebagaimana dikembangkan al-Syathibi ternyata berhenti
begitu saja tanpa ada upaya signifikan yang terus menerus untuk menjadikannya
produktif hingga ke masa kini, suatu hal yang kontras dengan para sarjana Eropa
Krlsten yang demikian subur menulis mengenai konsep-konsep tentang individu
dan tentang masyarakat sebagaimana telah secara ringkas diungkap pada bab

pendahuluan tulisan ini. Brian Morris,”® seorang antropolog, menggambarkan

' Brian Morris, Western Conceptions of the Individual (Oxford and Washington: Berg,
1996).
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secam kronologis bagaimana para sarjana Eropa telah melakukan eksplorasi
semacam itu tanpa henti, terutama sejak masa Rene Descartes, Thomas Hobbes
dan lainnya pada abad ke-17 terus berlanjut ke masa David Hume, Immanuel
Kant, Sigmund Frued dan semisalnya pada abad berikutnya, hingga Marx,
Durkheim, Heidegger dan Derrida pada abd ke-20.

Perkembangan pemikiran Eropa Kristen yang sekarang mendominasi
pemlknan di seluruh dunia ini tidak datang dengan sendirinya. Kuntowijoyo'
memberikan analisa mengenai perkembangan pemikiran tentang manusia di Eropa
Krist¢en yang dikontraskan dengan pemikiran tentang manusia dalam tradisi Islam.
Menurut Kuntowijoyo, pada jaman pertengahan, alam pikiran masyarakat Eropa
pada dasarnya adalah alam pikiran mitologis yang berakar pada mitologi Yunani
di maha manusia diposisikan seolah-olah terbelenggu oleh dominasi Tuhan. Alam
pikiran ini berubah ketika muncul pemikiran bahwa manusia adalah pusat segala
sesuatu. Pemikiran humanisme ini beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat
pada Tuhan atau dewa-dewa melainkan pada manusia. Bukan Tuhan, tetapi
manusia sendirilah yang menguasai realitas, menguasai alam dan menentukan
nasib diri mereka sendiri. Humanisme muncul sejalan dengan datangnya
Rasionalisme yang menekankan kemampuan akal manusia untuk menemukan dan
menetapkan kebenaran. Rasionalisme inilah yang melahirkan Renaisans, yaitu
gerakan kebangunan kembali manusia yang bercita-cita mengembalikan
kedaulatan manusia dari kungkungan mitos-mitos dan dogma-dogma. Akan tetapi,

perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan revolusi industri pada

Y Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991),
him.159-165.
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masyarakat Eropa yang pada awalnya ditujukan untuk membebaskan manusia dari
kerja temyata telah menjadi alat perbudakan baru. Manusia yang semula merdeka
dan merasa menjadi pusat segala sesuatu, kini tereduksi menjadi hanya bagian
dari ;logika produksi dan elemen pasar, yang digambarkan oleh para pemikir
seperti Kierkegaard sebagai mengalami kesepian luar biasa dan menderita rasa
kesia-siaan.

- Sementara itu, konsep manusia dalam Islam digambarkan oleh
Kuntowijoyo sebagai makhluk yang merdeka dan karena itu memiliki kedudukan
terhormat. Posisi manusia menurut Islam sangat penting dan berderajat tinggi,
schingga mendapat predikat sebagai khalifah Allah di muka bumi Dalam
hubungan dengan Tuhan, Islam menurut Kuntowijoyo mengajarkan pembebasan,
bukan pengekangan dan aktualisasi diri manusia dapat terwujud dengan sempurna
hanya% melalui pengabdian kepada Penciptanya, bukan kepada sesembahan lain
atau mitos-mitos lain. Menurut Islam, kemajuan, kemuliaan dan kejayaan hapya
dapat dicapai dengan jalan membersihkan diri secara terus menerus, karena cita-
cita al-Qur’an mengenai kemajuan manusia sesungguhnya bersifat spiritual, yaitu
mencapai ridla Allah, schingga tugas sebagai khalifahNya adalah untuk
menguasai dan mengatur dunia sesuai dengan kehendakNya. Sedangkan menurut
para ahli filsafat (Eropa) Barat, kemajuan dapat dicapai justeru hanya jika kita
membebaskan diri dari alam pikiran agama.

‘Berangkat dari analisa Kuntowijoyo tersebut dapatlah dikemukakan,
bahwa | sementara alam pikiran Barat menempatkan manusia sebagai pusat
sehingga mereka menggunakan akal dengan sangat bebas dan produktif, alam

pikiran Islam masih menempatkan Tuhan sebagai pusat, meskipun manusia
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memiliki kedudukan tinggi senbagai wakilNya di bumi. Sementara alam pikiran
Barat mengandalkan akal manusia semata-mata untuk menemukan kebenaran dan
menguasai realitas, alam pikiran Islam mengandalkan wahyu dan akal manusia
haru$ tunduk pada otoritas wahyu. Persoalannya kemudian, bagaimana
mmémukm suatu formulasi alam pikiran, yang mendorong akal manusia dapat
dlgunakan secara optimal untuk mendefinisikan dan menguasai realitas tanpa
haru§ mencederai kebenaran wahyu. Persoalan ini sangat relevan dalam konteks
agencjla eksplorasi yang ditawarkan tulisan ini, mengingat terdapat sejumlah besar
elemen partikularistik dalam praktik pengorganisasian kekuasaan di Madinah
yang memperoleh legitimasi wahyu al-Qur’an, Hadis dan Atsar para sahabat.
 Apabila dua agenda teoretik di atas dapat diterima, maka akan terbuka
peluang bagi penyusunan teori-teori politik baru di bawah sinaran Syari’at. Atau,
katakanlah, dengan menggunakan istilah yang selama ini telah populer, terbuka
kesempatan untuk menyusun figh siyasah dengan alam pikiran baru, yang
terbebas dari ikatan setting politik abad-abad permulaan Hijriyah, yang terfokus
pada pola-pola kepemimpinan sentralistik untuk seurnur hidup, menganalogikan
konsep Ahlu al-Syura atau Ahlu al-Halli wa al- ‘Aqdi dengan lembaga parlemen
modem, atau memikirkan pengisian Bait al-Mal dengan sumber kekayaan
konvensional seperti jizyah. Dengan figh siyasah baru, terbuka untuk merumuskan
aktualisasi dari lima al-masalih al-daruriyyah (memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, harta) di dalam proses kehidupan individu, di dalam struktur keluarga
dan struktur masyarakat dan di dalam proses-proses berkebudayaan dan
berperadaban. Juga dapat diremuskan hubungan antara kelima masalih tersebut

dengan pola-pola kepemimpinan yang menghormati asas individualitas sekaligus
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kolektifitas, cara memperoleh dan menggunakan kekuasaan dari dan di antara
manusia sebagai khalifah Allah dan pola hubungan antara elite dengan rakyat
yang  sama-sama memiliki predikat sebagai khalifah Allah juga. Dengan figh
siyasah baru, dapat pula dirumuskan pengembangan kelima masalih itu secara
satu demi satu, seperti konsep “memelihara akal” dikembangkan menjadi konsep
optimalisasi kemampuan akal manusia dalam menyelami realitas dan
menguasainya, atau konsep “memelihara keturunan” sebagai konsep membangun
kehidﬁpan spesies manusia yang sesuai dengan fitrahnya dalam suatu tatanan
politik global.

Jika kedua agenda yang ditawarkan dapat diterima, maka pemanfaatan
karya-karya dari alam pikiran manapun, termasuk alam pikiran (Eropa) Barat,
haruslah menjadi pertimbangan, sebagaimana para sarjana terdahulu telah
memanfaatkan khazanah intelektual masa mereka semacam logika Aristoteles

untuk mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman seperti figh dan ushul figh.

B. Kesimpulan
Merujuk kepada seluruh uraian terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal:
1. Kehadiran agama Islam di Semenanjung Arabia yang dibawa oleh Muhammad
saw telah menghasilkan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat
Arab. Selain meneguhkan sejumlah besar elemen kehidupan masa pra-Islam
yang dipandang sejalan dengan misi kehadiran agama Islam, agama ini juga
telah mengenalkan banyak elemen kehidupan baru, seperti penghormatan yang
lebih besar pada hak-hak individu, penempatan keluarga inti sebagai basis

hubungan sosial, pengembangan organisasi masyarakat yang memungkinkan
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tumbuhnya pengaturan monopolistik baik pada sarana kekerasan (means of
violence) maupun perpajakan, tumbuhnya segmen masyarakat dengan
keterampilan hidup dan sabitus yang baru, serta perubahan-perubahan lainnya
yang mengarah pada proses pembentukan negara. Pengalaman masyarakat
Arab di semenanjung Arabia bagian tengah menunjukkan, bahwa Islam tidak
menyediakan konsep teoritik yang baku tentang negara dan pembentukannya,
melainkan mengandung norma dan nilai yang dapat mendorong para
pemeluknya menempuh proses-proses sentripetal pembentukan negara yang
arahnya dapat bervariasi dan tergantung lingkungan sosial budaya masing-
masing.

. Berbagai artefak sejarah menunjukkan bahwa di bagian-bagian tertentu
Sémenanjung Arabia, terdapat masyarakat yang telah lama mengenal sejenis
kekuasaan terpusat yang sebenarnya hanya wilayah kekuasaan kekabilahan,
sebcrti raja-raja pada kabilah Arab Kindah di selatan atau raja-raja pada
kabilah Ghassan di utara. Kekuasaan sejemis itu justeru tidak pernah
ditemukan di bagian tengah kecuali setelah kehadiran Islam yang dibawa oleh
Muhammad saw. Melalui agama Islam, Muhammad saw berhasil mendorong
berbagai perubahan dn membangun Ummah di antara kabilah-kabilah Arab
yang saling bermusuhan, yang kemudian berkembang menjadi sebentuk
kekuasaan terpusat berbasiskan hubungan antar kabilah yang lebih Iuas.
Se&,ara kategoris, kekuasaan terpusat itu baru mencapai tahap yang disebut
chiefdom (imarah, keamiran), yakni suatu tahap yang sudah melampaui
tingkat integrasi sosial politik kesukuan (tribes) yang berbasis pertalian

sedarah atau persaudaraan (kin-based), tetapi belum mencapai tahap integrasi
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sosial politik yang disebut negara (state). Melalui serangkaian proses,
térmasuk di dalamnya kontes eliminasi kepemimpinan antar kabilah-kabilah
b%asis, kekuasaan terpusat ini setelah wafatnya Muhammad saw berkembang
menuju terbentuknya negara demi negara dinastik yang menjadi bagian dan
pfoses berperadaban masyarakat Arab muslim.

i Hoses berperadaban yang berkembang pada masyarakat Arab yang bermukim
di semenanjung Arabia bagian tengah tersebut hanya dimungkinkan melalui
p@rluasan penaklukan ke luar wilayah mereka sendin. Interaksi yang terus
m?nenm antar berbagai figurasi menyusuli pembentukan Ummah, telah
mendorong masyarakat Arab muslim di Semenanjung Arabia bagian tengah
untuk melakukan ekspansi teritorial, sekaligus berhubungan langsung dengan
m%xsyarakat pemilik peradaban besar dan menyerap berbagai elemen kultural
kaum Mawali yang menjadi taklukan mereka. Ekspansi teritorial ini telah
mendorong perubahan-perubahan lebih lanjut, baik pada level sosiogenesis
maupun psikogenesis.

. Pérsepsi para pemikir muslim tentang “Negara Madinah” sebagai format
negaxa Islam atau negara kekhalifahan yang wajib dicontoh untuk ditegakkan
oleh kaum muslimin, merupakan persepsi yang mengabaikan realitas
sosiologis masyarakat Arab saat itu. Suatu proses menuju pembentukan
negara tidak tepat dijadikan contoh baku atau tipe ideal dan oleh karena itu
diﬁerlukan rekonstruksi atas format teoretik tentang pertautan antara Islam
deﬁgan pembentukan negara.

. Belajar dari pengalaman berperadaban masyarakat Arab, maka dalam konteks

peﬁcarian format teoretik tersebut baik nilai-nilai keislaman universal maupun
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ptakﬁk-prakﬁk tradisi lokal dan elemen-clemen budaya asing yang tidak
bertentangan dengan nilai universal Islam, diperlakukan sama pentingnya
dalam menghasilkan formulasi tentang negara yang bersifat umum. Landasan
teoritiknya adalah konsep maslahah dalam konteks Magasid al-Syari’ah.
Pengembangan konsep maslahah atau masdlih al-’ibad, adalah kunci bagi
pengembangan teori kekuasaan dan kenegaraan yang secara fleksibel dan
kreatif dapat diramuskan oleh masyarakat muslim kapanpun dan di manapun.
Bagian kesimpulan ini jelas menolak gagasan bahwa “Islam adalah agama
sekaligus negara” dan gagasan lain yang menyatakan bahwa Islam hanya
agama semata. Bagian kesimpulan tulisan ini cocok dengan gagasan bahwa
Islam adalah “agama sekaligus (untuk kehidupan) dunia”, namun tulisan ini
tidak menempatkan kelanggengan cita-cita tauhid sebagai arah pembentukan
negara, melainkan membangun masalih al-'ibad yang secara alamiah sesuai

dengan pola pembentukan negara yang cenderung tidak dapat diprediksi.

C. Saran-saran
Mengakhiri bagian penutup ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai
berikut:

1. Agar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau lembaga
keilmuan lain kiranya dapat memprakarsai pengembangan lebih lanjut teori
Magqasid al-Syari"ah dan konsep-konsep turunannya seperti masalih dan
‘adah dalam konteks pencarian format teoretik tentang kekuasaan dan tentang

negara. Melalui prakarsa ini diharapkan tumbuh pemikiran-pemikiran politik
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\fisioner guna merevisi figh siyasah yang ada selama ini dan kurikulum-
kurikulum turunannya.

. Agar ada prakarsa dari lembaga keilmuan atau lembaga kajian keislaman
t¢ncmu untuk mendorong kaum muslimin menemukan suatu formulasi alam
pikiran (mindset) yang benar-benar menghormati manusia sebagai individu
(agent) dalam perhadapannya dengan struktur masyarakat (structure), serta
optimalisasi penggunaan akal manusia hingga ke puncak kekuatannya untuk
mendefinisikan dan sekaligus menguasai realitas, tanpa harus mencederai

kebenaran wahyu.
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